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PERATURAN EUPATI CIREBON
NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah, mengatur rincian tugas, fungsi dan
tata kerja dinas daerah diatur lebih fanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf 2. maka nincian tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-undang MNomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 MNomor 55, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 198% tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Momor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nemor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 44893 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemeriniah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneasia Nomor 3176);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14,

.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenalkan
Pangkat Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah MNomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemernntahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomaor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Momor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomar 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomaor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintzshan Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2
Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3
Seri D.2);

Peraluran Daerah Kabupaten Cirebon Momor 4 Tahun 2008
tentang Pebentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 4 Ser D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor § Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN RINCIAN, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.
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Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

i.
2

© o~ m o

= o

14

18.

16

17

ig.

18

20,

(1)

{2)

Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemenniaban Daerah adalah penyelenggarasn urusan pemanmtahan daersh
oleh Pemerinian Daerah dan Dewan Perwskilan Raloyat Daersh menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom| seluas-luasmyz dalam
sistem dan prinsip Negars Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1845,

Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Cirebon,

Perzturan Bupati adaiah Peraturan Bupali Cirebon tentang Rinc@an Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Eabupaten Cirebon

Bupati adatzh Bupall Crebon.

VWakil Bupat adafah \Wakil Bupati Cirebon.

Sekretanat Daerah adalah Sekretariat Daerab Kabupaten Cirebon
Sekrelaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Cirabon
Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kahupaten Cirsbon

. Kepala Dinas adalabh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabuoaten

Cirebon

Sekratanat adaleh Sekretsrial pads Dinss Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirabon.

. Sekretarie adaiah Sekrelans pada Dinas Cipta Karva dan Tata Ruang

Kabupaten Cirebon

Bidang =adaiah Bidang pads Dinas Cipta Karya dan Tala Ruang Kabupalen
Cirebon,

Kepalza Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Cigta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon

Subbagian adalah Subbagar pada Dinas Cipta Karya dan Tala Ruang
Kabupsten Cireban

¥epala Subbaglan adalah Kepale Subbagian pada Dinas Cipla Karya dan Tala
Ruang Ksbupaten Cirebon

Seks| adalan Seksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Kepala Sskei adalah Kepalz Seksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cireban,

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Clpta Karyz dan Tata Ruang Kabupatan Cireben: dan

Kelompok Jabstan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Cipta Karya dan Taia Ruang Kabupaten Cirebon,

BAE I\

DINAS

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dipas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daarah,

Dinas mempunyal tugas menyelenggarakan wosan pemerintahan dasrah di
bidang keciptakaryaan dan ketataruangan.
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b\ih melaksanakan tugas sebagzimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Dinas
mempuryan fngsi

k.

.

f

perumusan kebijskan teknis di bidang keciptakaryaan dan ketatargangan

penyeienggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelsyvadan umum di
bedann ketiptakaryaan dah ketataruangan;

pembinaan dan pelaksapaan tugas bidang (sta rtang dan peranahan,
kebersihan, pertamanan dan permakamsn, bangunan, perumahan dan
permukiman; pencegahan dan penanggulangan kebakaran
panyeienggarsan ketatapcahaan Dinas;

pemyelenggaraan pembinaan teknis dan admimistrasi terhadap UFT Dinas,
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupali sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Calam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimans dimaksud pads avat (13,
ayat {2) dan ayat (37 Kepala Dinas mempunyai walzn tugas:

A,

membantuy Bupati dafam melaksanakan tugas di bidang keciptakaryzan dan
ketataruangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan perumusan
kehljglan teknis:

memimpin, mangoordinazikan, membing, dan mengendalikan selurith
kegialan Dinas di bidang keciptakaryaan dan kalataruangan,

mengka) dan merumuskan kebijakan teknis di bidang keciptakarysan dan
k=tataruangan;

merumuskan, menyusun rencana dan progrem kera Dinas sebagal
padoman kerja sesuai kKebijakan Pemerintah Daerah:

membagt tugas kepada Sekrstaris dan pare Kespala Bidang,  umtuk
kelanearan pelaksanaan lugas Dinas,

memben petunjuk kepada Selretans dan para Kepakz Bidang.  unluk
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

memartau, mengendaiilkan, mengevaluasi dan menial pelaksanaan tugas
bawahan,

mengendalikan dan membina UPT Dinas:

menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliput)
urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program;

mengeiola perumusan kebijakan tekms di bidang keciptekaryaan dan
ketataniangan;

mengelola urusan pemenntaban dan pelsyvanan umum bidang kecip-
takaryaan dan kelalaruangan yang meliputi tat2 ruang dan pertanahan
kebersiman, pertaranan dan permakaman, bangunan, perumahan dan
permulpman, sencegahan dan penanggulangean kabaksran,

membina dan pefaksanaan lugas bidang teta ruang dan perdanahan,
ksbersithan, petamanan dan permakaman, bangunan, perumahan dan
permulkiman, pencegahan dan penangguizngan kebakaran;

memyslanggarakan komonikasi, koordinasi, kKonsultasi dan kerfasama di
bidang keciptzkaryaan dan kelatanangan,

meényusun rencana Kebutuhan pegawsi perengkapan dan anggaran i
lingkup dinas berdasarkan data informasi dan ketentuan yang ada:

menyelenggarakan pengadean, pemelharaan, perawatan dan penghapusan
barang perlengkapan Dinas;

menyelenggarakan pembinaan, pengawssan, dan pengendalian semua
kegiatan Dinas,
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memben informasi dan ssran periimbangan kepada Bupal dalam hal
kewenangan bidang keciptalaryaan dan ketalgruangan sebagal bahan
penetapan kebljakan dasrah;

memyusun, melaporkan, dan mempetanggungjawabkan tugss Dinas sesual
dengan bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekretans Daerah,

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
dinas, sesuzi ketertuan yang beraku; dan

melaksanakan tugas fan yang dibenkan oleh Bupatl, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAEB I
SEKRETARIAT
Bagian Pertama

Sekretariat

Fasal 3

(1) Sakretariat dipimpin clzh seorang Sekretans adalah unswr staf yang berada di
bawsah dan seranggung [Ewab kepada Kepaia Dinas.
. Eﬂlﬁeh'ﬂafiat_mmpurrﬁi tixgas mengelols Urusan kesekrelariatan yang meliguti
admimistrasi umum keuangan, dan program Dinas
(3) #Jumuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Sekretarat mempunyai
Mgrs

i

B

i
L1 3

e

perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretaratan

pengeiclaan urusan admenistrasi umum melpull surat-menyurat, kearsipan,
kepegawaian, pengadaan, perlengkapan. kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan Dinag,

pengelolasn wrusan administrasi keuangan Dinas;

pengeiclaan penyusunan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lsin yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuzl dengan
tigas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal {2 dan ayat (3), Sekrataris mempunyal uraian tugas:

g.

B
-3

membantu  Kepala [inas, dalam  mekksanakan tugas i bidang
nesekretanstan,
mengoordinaskan lugas-tugas intermal di ingkup Dinas

mengsila penyusunan rencana dan program kerja Sskretariat, cebaga
pedoman pelaksanaan tugas,

mendistrbusikan dan memberi petunjuk pelaksansan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas
peningkatan produkiivitas dan pengembangan kaner bawanhan.

memantay, mengendalican, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan fugas
bawahan;

mewalklll Kepais Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi ekstemnal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas,

mengelolz pemyusunan rencana dan program kera Dihas, sebagal pedoman
pelaksanaan tugas Dinas:

mengoardinasikan dan mengendalikan pelakzanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas bak yang masuk maupun keduar;

mengoraksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
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mengalur pelaksanaan [@ayanan df bidang Kesekretariatan wkepsda unit
arganisast Al lingkup Dinas;

menyusun dan menslaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan Dinas;

memaniau kegistan bawahan lingkup kesekretanatan

mengelola pangadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
abutuhan Dinas;

mengelolg hubungan masyarakst dan keprotokalan Dinas,
mengeksia administrast dan penatausahaan keuangan Dinas,

melaksanhakan koordinssi dalam pengusulan/perunjukan kuasa pengouna
anggaran, pejabat pembual komitmen, pejabat penalauvsahasn keuangan
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

mefaksanakan pembinaan, pengarahen, dan pengawasan wepada
Bendahara,

memaiitay, mangoordinasikan, dan melaporkan setiap kegmatan dinas
kepada Kepala Dinas;
mengelola perencanaan dan program Dinas:

mengelols dan mengoordinasikan pemusunan fencana anggaran dan
petaksanaan anggaran lingkup Dinas:

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Oinas, yang
berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariztap, dalam rangka
pengambilan keputusaniebiakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap sslesal mefaksanakan tugss/
penugasar

mengelala  evalussi dan  pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan
kesekretamatan, sesuzl ketentuan yang berlaku, dan

mefzksanakan tugas {ain yang diberian oleh Kepalz Dinas. sesuzl dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum

Basal 4

(1) Subbaglasn Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf vang
langsung berada di bawah dan bertanggung [awsh kepada Sakretans.

{2} Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan keglatan adminstras) umum.
kepegawaian hubungan masyarakat den keprotokoian Dinas.

(3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2), Subbagian
Umum mempunval funasi

B.
b.

d.

penyusunan pérensanaan program Subbagian Lhmurm;

pelaksandan xoordinasi kegiatan administras) wmum, kopegawaian,
hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas,

pelaksanaan lugas 2dministrzsi umum Dinas, dan

palaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretans, sesumt dengan tuges
dan fungsinya.

(4) Dalam melsksanakan fugas dan fungsi sebagaimana dmaksud pada avat (1),
ayat (2) dan ayat {3), Kepala Subbagian Umum mempamnyal uraian lugas

b.

membantu Sekretans, daiam melaksanakan tugas dalam urusanp administrasi
LmT,

menyusun rencana dan program Kerja Subbagian Umum, sebagal pedoman
palaksanaan tugas;
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. mendistribusikkan dan membern pelunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

d. membing dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan,

e. memantau, mengendalkan, mengevaluasl dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;

g. memyapkan bahan penyusunan dan menelsah peraturan  perundang-
undangan urusan kesekretanatan,

n. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;

I melaksanakan kegistan kerumahtanggaan dan administrasi peralanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang berbakou;

§ mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan sural keluar sesual
dengan ketentuan Tata Maskah Dinas (TND) yang berlaku,

k. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawamn fingkup
Cinas,

L mengumputkan, mengoreks!, dan pengolahan data kepegawaian;

m. meiaksanakan kegistan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan peémbinaan hukum sefta ketatalaksanazn pegawal di lingkup
Dipas:

n. malaksanakan koordinasifkonsultasi masalahfurusan kepegawaian dengan
unit Kerja fain yang terkait:

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan
Kearsiparnm,

p. melaksanakan pemelbharaan bangunan, pekarangan kebersiban, ketertiban,

dan keamanan kantor,

merencanakan kebutuhan barang inventars.

menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas:
melaksanakan pengelolzan barang inventars Dinas:

melaksanakan penyusunan/pengusulan Kebuluhan perlengiapan Dipas
kepada pimpinan,

melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas:

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;

- melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan Dinas yang rusak,
membuat benta: acara barang rosakhiang untuk  keperluan proses
administrasi tuntitan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR),
melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur o linglup Dinas,
mengoreksi konsep naskah dinas hasi kerja bawahan;

ga menyiapkan bahan penyUsunan rencans anggaran dan pelaksanaarn
anggaran Subbagian Umum;

bb. bersama-sama dengan Kepala Subbagian Frogram mefaksanakan asistensy
pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran,

ce. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretars, yang
perkaitan dengan kegiatan administrasi umum, rangka pengambilan
kepuliusanfiebijakan;

dd melaporkan  kepada Selgetans, setiap selesar melaksanakan tugasf
peEnugasan;

ee. melaksanzkan evaluasl dan  pelaporsn  pelaksanaan tugac/kegatan
Subbagan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

i L R = |
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ff melaksanakan lgas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
than fungsinyz.

Bagian Heliga
Subbagian Keuangan
Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagizn adalah unsur staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

(2} Subbagan Kevangan mempunyal tugas melaksanskan penatzuszhaan
keuangan Dinas

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbaglan
Keuangan mempurnyai fungsi.
3. panyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;
b. pelaksanaan koordinasl kegiatan administrasi keuangan Ginas
¢. pelaksanaan lugas penatausahaan keuangan Dinas, dan
d. pelaksanaan tugas fain yang diberikan oleh Sekretans, sesual dengan tugas
dan fungsinyga
(4) Daiam melaksanakan lugas dan fungsi sebagaimana dimatsud pada ayat (1),
ayet (2)dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan memgpunyat uraian tugas
a. membantu Sekretans, dalam melaksanakan tugas dalam urisan administrasi
keimngan,
b, menyusun rengcana dan program kerla Subbagian Keuanrgan, sebagai
pedorman pelaksanaan tugas;
c. mendstribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
d. membina dan memotivasli bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
neninakatan produktivilas, dan pengembangan karier bawahan,

& memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan lugas
bawshan

f mengonsep, mengorsksi, dan memaraf naskah dinas yang askan
ditandatangan pimpinan:

g. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas.

h. membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas

i, memyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;

i, mengoocrdinasixan pelaksanaan pererimaan, pengsiuaran gan

gent::ggungjawaban keuangan Dinas, sesual dengan Kelentuan yang

erlaku;

k. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Usag Persediaan (SPP-
UP), Swrat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Periniah
Peribayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayarman
Langsung (SPP-L5) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
pengadaan barang danjasa;

| melakukan verfikasi Swral Penntah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan
Surat Parintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas,

m. melakukan verifilesi haman alas penerimaan Dinas dan verfikas) Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ),

melakukan verifikasi Surat Perfanggung Jawaban (SPJ);

melaksanakan skuniansi keuvangan Dinas,

mérytapkan laporan keuangan Dinas;

memantas pelsksansan/penggunazan anggaran belana Dinas;

o - B - I
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mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaan tuntutan perbendaharaan dan
tunttan ganti rugi {TPTGR),

melaksanakan koordinasikonsultasi masalah keuangan dengan Saluandunit
kerja lain yang terkait;
mejaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan ingkup Dinas,

mefyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Keuangan,

barsama-sama dengan Kepala Subbagian Program meleksanakan asistensi!
pembahasan rencana anggaran Subbagian Keuangan dengsn satuan karja
terkast/Timi/Panitia Anggaran,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepads Sekretars; yang
berkatan dengan kegiatan administrasi kepangan, dalam pengambilan
keputusanfkabijakan,

malaporkan kepada Sekretars, setiap selesal melaksanskan lugas/
pefugasarn,

melaksanakan evaluasl dan pelaporan faksamaan lugasikegistan
Subbagian Keuzngan, sesual ketentuan yang berlaku; dan

melzksanakan tugas jain yang diberikan oleh Sekretans. sesuai dengan
tunas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Program

Pasal 6

{1) Subbagan Program dipimpin oleh seorang Kepals Subbagian adalah unsur staf
vang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,

(2) Subbagian Program mempunyal tugas melaksanakan Wusan persncanaan,
evaluasi dan pelaporan kegatan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Program memgpunyai fungst

-3
b.

0

a

pEMyUSUNan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas.

pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanasn, pemantsuan, evaluas| dan
pelaporan kegiatan Dinas,

peiaksanaan lugas penyusunan program Dinas: dan

petaksanaan tugas lain, yang diberkan oleh Ssiretaris. sesual dengan tugas
dan fungsinya

(4) Dalam melaksanakan tugas dsn fungsl sebagaimanz dimaksud pada ayat (1),
ayat (21 dan ayat (31, Kepala Subbagian Program mempounyas uraian tugas:

a
b

=

membanty Sekretans, dalam melaksanakan lugas perencanaan dan program;

menyiapkan dan menyusun rencana dan progfam xena Subbagan Program:
sebagal pedoman peiaksanaan tugas;

mandictribusitan tugas dan member petunjuk pelaksanaan lugss pada
Bawahan,

membina dan memotvasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

memantay, mengendafikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan

menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagal pedoman pelaksanaan
tugas Dinas;

mengonrcep. mengarekst dan memaraf naskah dinas yang akan ditands
tengani pimpinan:

TEPHC PECK - 2138
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h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan daerah di bidang keciptakaryaan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan layanan d bidang program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

| menyusun konsep rencana strategis Dinas;

K. menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;

| menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang
keciptakaryan dan tata ruang;

m. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;

n. menyusun konsap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

o. melaksanakan evaluasi dan peleporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Program, sesual ketentuan yang berlaku,

p. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
g. menyusun konsep pembuatan profil keciptakaryan dan tata ruang,

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

5. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan fugas/
penugasan,

t. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program;

u. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala
Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas;

v. bersama-sama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi
melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan
satuan kerja terkaitTim/Panitia Anggaran;

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Bagian Pertama
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 7

{1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin cleh secrang Kepala Bidang
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas mengelola penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang dan pertanahan

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;

b. penyelenggaraan sebagian urusan pemenntahan dan pelayanan umum di
bidang tata ruang dan pertanahan,

c. pembinaan dan pelaksanaan fugas bidang perencanaan pemanfaatan ruang,
pengendalian dan pengawasan ruang serta pertanahan; dan



d.

~H..

pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Kepals Dinas sesual dengan
tugas dan fungsinya:

{4) Dalam melaksanzkan tugas dan fungs| sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
ayal {Z) dan ayat (3}, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, mempunyal
uraizn fugas:

&.

membzamty Kepala Dinas, dalam melaksanaken tugas di bidang tata ruang
dan pertamahan

-mengelola penyissunan rencana dan program ker@a Bidang Tata Ruang dan

Pertanahan, sebagal pedoman pelaisanaan lugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepaia Seksl, sesuail dengan bidang tugasnya

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanasn tugas,

e memantau, mengendalikan, mengavaluasi, dan menilal pefaksanaan lugas

._'_'D'Uﬂﬂal"'#‘._

&1

bawahan;
mengoreksi konsep Naskah Dinas yang akan ditandatangan| pimpinan,

menyelengarakan kegratan tata ruang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengewasan ruang dimana dalam lahap palaksanaan
mencaxup kegiatan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian
ruang.

. mengeloia kegiatan survei tata ruang dan pertanahan,

mengelola kompilast data tata ruang dan periarahan,
mengelola kegiatan analisis data tata ruang dan perananan;

- mengelola kegiatan perencanaan tata ruang dan pertanahan;

mengeiols sosiaiisas] rencana tala ruang dan parianahan,

mengeiplaimeneliti berlas izn Mendinkan Bangunan (IMB) rumah tinggal;
- mengeioda naskah produk hikum tentang IMB rumah tinagal;

mengsioia/mengarsipkan barkas IMB rumah tinggs!;

. mengelola evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan
. mengelola dokumen atas pemanfaatan ruang dan pertanahan,

mengelola rekomendas| atas rencana pemanfaatan ruang dan pertanahan;

. membenkan sarap dan bahan pertsmbangan kepada Kepala Dinas, yang

berkaitan dengan kegiatan tala ruang dan perfananan dalam rangka
pangambitan keputusankebiakan;

malaporkan kepada Kepala Dinas, setizp selesa: melaksanakan tugas!
pefugasan,

mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lngkup
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;

bersama-sama dengan Sekretars melaksanakan asstensipembahasan
réncana anggaran Bidang Tata Ruang dan Perianahan dengan satuan kerja
terleait Mim/Panitia Anggarar;

.meryusun dan menelsah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata

réang dan pertanahan;

mengelola evsluasi dap pelaporan pelakeanaan tugasfkegiatan Bidang Tats
Ruang dan Perfanahan, sesual keteptuan yang berlaky, dan

. pelaksanaan tugas laln, yvang dberfkan oleh Kspala Uinas, sesusl dengan

tugas dan fungsinya

THPEEEL TERID, - g
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Bagian Kedua
Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang

Pzzal £

i1 EEH?;I‘ Ferencanaan Pemanfaatan Ruang dipimpin ocieh seorang Kepala Ssksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jswab
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan .

(2} Seksi Perencanaan Pemanfastan Ruang mempunyal tugas melaksanakan
perencanaan pemanfaatan ruang.

(3y Untuk medaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya! (2), Seksl
Perencanaan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi,

(4}

|

perumusan kebijakan di bidang perencanaan pemanfaatan ruang,

b. pelaksamaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum i bldang

d.

perencanaan pemanfaztan ruang,

pelaksanaan dan pembinaean tugas bidang perencanaan pemanfaatan rusng;
dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepaiz Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan lugas dan fungs! sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2} dan ayat (3) Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang
mampunyai uramn tugas:

b.

m oo

=

k.

membamty Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dalam melaksanakan
tugas di bidang perencanaan pemanfaatan ruang

menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencangan Pemanfaatan
Ruang, sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
mendhstnbusikan dan memben patunjuk pelaksanaan lugas kepada bawahan,

. membing dan memaotivasi bawahan dalam peleksanaan tugas,
- memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan meniiai pelaksanaan tugas

bawahan:

melaksanakan pengumpulan data kawasan melzlul pengadaan data spasial
dan survey lapangan;

- melgksanakan kegialan sosialisasi rencana tata mang kawasan melalul

pembarian informast langsung kepada masyarakat;

. melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana tata ruang dan perianahan melalul

pengadaan Soft Ware dan Hard Ware, pembangunan Data Base dan Net
Wiork

menyapkan bahan pemvusunan penetapan peraturan daerah bidang
penataan ruang di tingka! kabupaten:

menstapkan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dan gans
pantal,

menstapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasanfahan
wilayah dalam rangka penyelenggaraan penatsan ruang,

menetapkan kawasan sirategis kabupatemn,;

m.mengatur 2onasi dan fungsi kawasan,

.

menstapkan krter:s perencanaan tata ruang;

o. melsksanakan sosializzsi NSPK bidang penataan ruang;

p.

mefaksanakan sosialsasi SPM bidang penataan ruang;

gq. melzkzanakan penelitizn dan pengembangan penataan ruang;
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melaksanakan pengembangan sistem informast dan komunikasi penataan
ruang kabupaten,

melaksanakan pembinaan peran serta masyarakal dalam perencanaan tala
ruang.

melaksanakan pemyusinan dan penetapan Rencama Tata Ruang Wilayah
Kabipaten (RTRWK}

mielaksanakan penyusunan dan penelapan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis kabupaten: !

melaksanakan pemyusunan rencana detadl tata ruarg untuk RTRWK
dilengkapi dengan peraturan zonasi (zoning regulation),;

melakeanakan penyusunan indikasi program dan anggaran pembangunan di
bidang penataan ruang;

mamanfzalkan kawasan stralegis kabupaten,
memanfagtican NSPK bidang penataan ruang;
memanfzatian kawasan andaian sebagal bagian dari RTRWK;

. memanfaatkan investaci di kawasan strategis kabupaten dan kawssan lintas

kabupaten bekerjssama dengan pemerintah dasrah, masyarakast dan dunia
usaha,

. memanfaatikan SPM di bidang penataan ruang:

merumuskan kebijakan sirategis operasionalisasi RTRWK dan Rentana Tata
Ruang Kawasan Strategls kabupatemn,

merumuskan program sektoral dalam rangka perwagudan struktur dan pola
pamanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten:

memberikan rekomendas pemanfaalan ruang yang sesua dengan arzhan
Rencana Tata Ruang (RTRW, ROTR dan zaning regulation);

membatakkan rekomendas| pemanfzatan ruang yang tidak sesuai dengan
arahan Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR dan zoning regulation),

memberikan saran dan bahan pertimbangan Kepads Kepala Bidang Tata
Huang dan Periznahan, yang berkagan dengan kegiastan perencanaan
pemanfatan riang, dalam rangka pengambilan keputusan/kaebiakan

melaporkan kepada Kepala Bidang Tatz Ruang dan Perlanahan, seliap
selesal meiaksanakan tugasipenugasan,

menyiapkan bahan pemyusynan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Perencanazn Pamanfaatan Ruang,

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program  melaksanakan
asictensi/pembahasan réncanz anggaran Seksi Perencanaan Pemanfazatan
Ruang dengan satuan kera terkait! Tim Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keglatan tugasikegiatan
Seles| Perencanazn Pemanfzatan Ruang, sesual ketentuan yang beriaku: dan

melaksanakan lugss kedinasan lain yang dibenkan oieh Kepala Bidang Tate
Ruang dan Pertanahan, sesual dengan tugasdan fungsinya

Bagian Keatiga
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang

Pasal 8

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang dipimpin cleh secrang Kepaia
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung barada di bawah dan bertanggung
jawab kepads Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
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(2} Selksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyai tugss melaksanakan
urusan pengendalian dan pengawasan ruang

(3] Untik melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud pada ayal (2), Seks|
Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyai fungsi:

2. perumusan ksbijzkan teknfs kelembagaan di bidang pengendalan dan
pengawasan ruang;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum o bitdsng
pengendalian dan pengawasan ruang;

¢. pelaksanaan dan pembinaan lugas bidang pengendadan dan pengawasan
rang; danm

d, pelaksanaan tugas lain, vang diberikan oleh Kepala Bidzng Tzta Ruang dan
Pertamahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungs| sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang
mempunyat uraian tugas
& membaniu  Kepala  Bidang Tata Ruang dan Pentanahan, dalam

melaksanakazn tugas di bidang Pengendalian dan Pengawasan Ruang,

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Ruang, sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

c. mendistribusikan dan memberi peturjuk peiaksanaan tugas kepada bawahan:
d. mambina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas.

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan lugas
bawahan,

f. mzlaksanakan Koordinasi dengan unit/satian kera terkat berkenaan
pelaksanaan bidang lugas;

g. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan ruang;

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian IMB rumah tinggal.

i menelti gambar, perhitungan konstruksi dan memerisa persyaratan IMB
rumah tinggal:

. meisksanakan dan mempersiapkan bahan penetapan refribusi IMB tempat
finggal

k. melaksanakan pengawasan pemanfaatan tata ruang serta tats bangunan dan
lingkungan;

| melaksanakan penyapan bahan penerbitan surat peringatan tertang IMB
tempal tnggal.

m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan
Lisiba o kabupaten,

n melaksanakan evaluas penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Listha di
kabupaten;

0. melaksanakan pengawasan dan pengendallan atas pelaksanaan NEFK o
kabupaten,

p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian. pembangunan kawasan i
wilayah kabupaten,

g. melaksanakan evaluast pelaksanaan program pembangunan kawasan di
kabupaien,

r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas peiaksanaan NSPK di
kabupeten,

5 melaksanakan monfiorng dan svalusc pelaksanaan kebijakan dan stralegi
pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten:
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melaksanakan pengendallan pelaksanaan kebiakan dan  strateg
pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar df wilayah kabupaten;

melaksanakan pengendallan pelaksanaan penysienggaraan pembangunan
dan pengeiolaan kawasan ckala besar di wilayah kabupaten;

. Mefaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

pemibangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten
melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan khusus di wilsyeh kabupaten,

mefaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
keterpaduan prasarana kawasan d wilayah kabupaten;

melaksanaxan pengendaiian pelaksanzan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan di wilayah kabupaten,

metaksanakan monitoring dan evaluasi pelsksapaan penyelenggarsan
xaserasan kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilsyah kabupaten,

melaksanakan pengendalan pelaksanaan penyelenggarasn kKeserasisn
Kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kabupaten.

melaksanakah pengawasan dan peangendalian pelaksanazn  kebljakan
kabupalen tentang pembangunan perumahan sesual dengan penataan ruang
dan penalaan pertanahan;

- melaksanakan pendidikan dan paiatthan (pelatinan aparat datam pemanfaatan

dan pengendalizn pemanfaatan ata ruang),

. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat:

meiaksanakan pengembangan kesadaran dan langgungjawab masyarakal
malaksanakan pengendatian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
meiaksanakan pengendalian  pemanfaatan ruang kawasan  sirategs
kabupaten;

metyizpkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagal pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten,

melaksanakan pembentukan lembaga yang berlugas melaksanakan
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten terkait dengan keordinasi
penataan ruang daerah:

melksanakan pengawasan terhadap pelsksanaan penataan ruang diwiayah
kabupaten,
memberkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia Sidang Tata

Ruang dan Peranahan. yang berkatan dengan kegiatan pengendalian dan
pengawasan ruang, dalam rangka pengambian keputusan/kebijakan;

-melaporkan Kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Peranahan, setiap

sefesai melaksanakan lugasipenugasann,

. manyiapkan bahan penvusunan rencana anggaran Seksi Pengendalan dan

Pengawasan Ruang,

bersama-sama dengan Kepala Subbagian FProgram  melaksanakan
asistensipembahasan rencans  anggaran Seksl  Pengendaslian  dan
Pengawasan Ruang dengan satuan kerja terkadt/Tim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keglatan tugasfegiatan
Seks: Pengendalian dan Pengawasan Ruang, sesual ketentuan yvang berlabku:
dan

melaksanakan tugas kedinasan Rain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanghan. sesuai bidang lugasnya
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Bagian Keempat
Seksi Pertanahan

Pasal 10

(1} Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepa'a Seksi adalah unsur pelsksana
yang langsung berada di bawah dan berfanggung jawab kspada Kepala Bidang
Tata Ruang dan Pertanahan.

{2) Seksi Fertanahan mempunyal lugas melaksanakan wusan pertanahan

{3) Untyk melakeanakan tugas cebagaimana dimaksud pada avat (23, Seksi
Pertanahan mempunyai fungsi.

a8

b.

.
d.

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pertanahan;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan peleyanan omom i bidang
pertarahan,

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pertanahan; dan

petaksanaan tugas laln, yvang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Daiam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dmaksied pada ayat (1),
ayat {7 dan ayat (31 Kepala Seksi Pertanahan mempunya) uraian tugas:

a.

b
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membanta  Kepala  Bidang Tata Ruang den Penanahan, daiam
melaksangkaan togas di bidang pertanahan;

menyusun rencana dan program kerfa Seksi Pertanahan, sebagal pedoman
pelaksanaan tugas

mendistribusikan dan member petunjuk  pelaksanaan lugas kepada
btawahan,

membling dan memotivasl bawahan dalam peldksamaan tugas,

mamantay, mengendalikan, mengevaiuasl. dan mendal pelzksanaan lugas
bawahan

meRksanskan koordinasl dengan unitfsatuan kerja lerkalt berkenaan
pelakzanaan bidang tugas:

melaksanakan kegiatan penyiapan bahan rekemendzsi pemanfaatan lokasl,
melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umur,
melaksanakan keglatan penyelesaian sengketa tanah:

mefaksanakan kegiatan penyelesaian mzsziah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan,

melaksanaskan Kegiatan penetapan subyek dan cbyek retribusi tanah sers
ganti kerugizn tanah kelebihan maksimum dan tansh absentes;

melaksanakan kegiatan penstapan dan penyelesamn masalkah tanzh ulayat;
melaksanakan pembenan rekomendas kegiatan membulka tanah,

melsHsanakan kegiatan penyusunan perencanaan pengunaan tanah wilavah
kabupaten;

menerima permohonan dan pemernksaan kelengkapan persyaratan
melaksznakan kompilasi bahan koordinasl;

melaksanakan rapat koordinasi,

melaksanakan peninjauan lokas);

manyEapkan berla acara koordinasi berdasarkan perimbangan leknis
pertanahan darl Hantor pertanahan kabupaien dan pertimbangan teknis
lainma dan instansi terkait;

membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokast yang
diterblilean,
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memberikan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembataian
surat ksputiusan izin lokasi dengan pertirmbangan kepals kantor perianahan
kabupaten,

melaksanakan monitonng dan pembinaan perolehan tanah:
metaksanakan penetapan lokasi;

mambentuk panitia pengadaan tanah sesuai dengan peratwan perundang-
untlanga,

melaksznakan penyuluhan:

melaksanakan inventarisasi,

membentik Tim Peniai Tanah;

menanima hasil penaksiran nilai tanah dari LembagaTim Penilai Tapah
melaksanakan musyawarah;

melaksanakan penetapan bentiuk dan besarnya gant kerugian;
melaksanakan pemberian ganti kerugian,

melaksanakan penvelesaizn sengketa banluk dan besarnya gant kerugian;
melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadspan kepala
kantor pertanahan kasbupaten,

meiaksanakan penarimaan dan pengkajian laporan pengadusn sengketa
tarah garapan;

meaksznakan penslitian terhadap obyek dan subyek sengketa;
melaksanakan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
melaksanakan koordinasi dangan kantor pertanahan unluk menetapkan
fangkah-langkah penanganannya;

memfasihilas musyawarah antar plhak yang bersengketa untuk mendapatkan
kesspakatan para pihak:

melaksanakan pembentukan tim pengawasan pengendaian;

melaksanzkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan;

malaksanakan pembentukan panitia pertimbangan landreform  dan
sskretariat panitia;

melaksanakan sidang yang membahas hasil inventarisas! untuk penetapan
subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tansh kelebihan
maksimum dan tanah absentee;

melakeanakan pembuatan hasil sidang dalam berita acara; >
melaksanakan penetapan tanah kelebihan maksimum dan tenah absanles
sebagal obyek andreform berdasarkan hase sidang panitia,

melaksanakan penstapan para penerima redistnbusi tamah kelebihan
maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasi sidang panita,

melaksanakan penerbitan surat keputusan subysk dan obyek redistribus;
tenah serta gant kerugian,

melaksanakan pembantukan panita pensaliti,

melaksanakan penelitian dan kompilasi hasit penelitian;

. melaksanakan dengar pendapat umuem dalam rangks penetapan tanah

ulzvat;
mengusulkan rancangsn peraturan daerah teplang penetapan tanah ulayat;

mengusutkan pemelaan dan pencatatan tanah ulavat dalam daftar tanah
kepada kantor perfanahan kabupaten;

melaksanakan penanganan masalah tanah ulayat melalul musyawarah dan
miufakat;
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melaksanakan inventaricasi dan identifikesi tanah  keseng  untuk
pemanfaalan tanaman pangan semusim;

melaksanakan penetapan bidang-bidang tanah ssbagal tanah kKosang vang
dapal digunakan untuk fanaman pangan semusim bersama dengan pihak
lain berdasarkan perjamian;

melaksanakan peretapan pihak-pihek yang memerukan tanah  untuk
tanarman pangan semusim dengan menguiamakan masyarakat setempat;
memtasiitasi pefjanjian ker@asama antara pemegang hak tanah dengan
pihak vang akan memanfaatian tanah dihadapanfdiketahul olah kepala
desaflurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim
tanam,

meiaksanakan penanganan masalah yang timbul dalam pemanfzatan tanah
Kosong jika saiah setu pitak tidak memenuhi kewajban dalam pedanjian;
mEnernma dan pemerksazn permohonan;

melaksanakan pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan
tanah, status tanah dan Rancana Umum Tata Ruang Wiayah (RTRW)
kabupaten;

membenkan rekomendasi penarbitan izn  membuka fanah dengan
memperhatikan pertimbangan teknis dar kantor pertanahan kabupaten,
melaksanakan pengawssan dan pengendslian penggunaan i2in membuka
tanah;

membentuk Him koordinasi perencanzan penggunsan tamah  tingkat
kabupaten;

memusun kompilast data dan informasi Peta pola Penataginaan tanah atau
peta wilavan tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan
setempat:

menyusun kempilas data dan informasi Rencana Tala Ruang Wiayah,
menyusun kompllasi data dan informasi Rencana pambangunan yang akan
menggunakan tanah baik rencana pemenntah. pemerintah kabupatan,
mauvpun investas! swasta;

mefaksanakan analisis kelayakan letak lokas| sesual dengan Ketentuan dan
kriterin teknis dari instansi terkan;

menyapkan drafl rencana letak keglatan penggunaan tanah,

malaksanskan rapat koordinasi terhadap draft rencanz letak Kegiztan
perggunaan tanan dengan instansi terkait;

meizksanakan konsullasi publik untuk mempercieh macukan terhadsp dratt
rencana letak kegiatan penggunaan tanah:

menyusun drafl final rencana letak Kegatan penggunaan anah;
melaksanakan penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanabh dalam
bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati:

melaisanakan sosializas tentang rencana letak Kegialan penggunaan tanah
kepada instans: terkait,

melaksanakan evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan
penggunaan fanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan
reafisasi pembangunan,

membenkan saran dan bahzn pertimbangan kepada Kepale 2idang Tata
Ruang dan Pertanahan, yang berkaitan denrgan keglatan pertanahzn, dalam
rangka pengarmbilan keputusanfkebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanzhan, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan,

menylapkan bahan penyusunan rencana anggaran Seksi Pertanzhan:
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Yyy. bersama-sema dengan Kepala Subbagian Pregram melaksanakan
agistensiipembahasan rencana anggsran Seksl Perlanahan dengan saluan
kerja terkaltTim /Panis= Anggaran;

zzz. mejaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegatan tugasikegiatan
Seksi Perianahan, sesuaj ketentuan vang berdaku’ dan

azas. melaksanakan tugas kedinasan fain yang diberikan sleh Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanahzn, sesuai dengan tugas dan fungsinya,

BABV
BIDANG KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN
Bagian Pertama
Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman

Pasal 11

(1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dipimpin oleh ssorang
Kepalz Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)y Bidang Ksbersihan, Pedamanan dan Permakaman mempunyai lugas mengeiola
penyusunan dan pelaksansan kebijakan dserah di bidang kebersihan,
pertamanan dan permaxaman.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud pada ayat (2), Bidang
Ksbersihan, Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi’

a, perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan dan
pETRAKAMan,

b. penvelenggarzan sebagian urusan pemenntahen dan pelayanan umum di
bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman,

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan, pedamaman dan
permakaman; dan

d. pelaksanzan tugas izin yang dibenkan oleh Kepzla Dinas sssuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4} Dalam melaksanakan tugas dan fungs| sebagzimana dimaksud pada ayat (1),
dyzt (2} dan ayat (3), Kepala Bidang Kebersihan, Pertarmanan dan Permakaman,
mempLnyal uraan tugas
A membanty Kepalz Dinas, dalam melsksanakaan tugas di bidang kebersihan,

pertamianan dan permakaman,

b. mengelola penyusunan  rencan2 | dan  program ke Bidang
Hebersihan Pertamanan dan Permakaman, sebagal pedoman pelaksanaan
lugas

e. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan [ugas kepada para
Kepala Sersi, sesual dengan bidang tugasnya:

4 membina dan memctivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas:

e memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan]

f. mengelcla bimbingan dan petunjuk teknis dalam petaksanaan penyebarussan
informast tentang penanggulangan kabersihan, penataan taman, permakaman
dan penyedotan kakus melalul penyuluhan langsung, pamflel, brosur, slaran
radic dan lain cebagainya,

g mengelola bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan  kegitan
kebersihan, pertamanan dan permakaman pada sekolah-sekolzh, kantor-
kantor. peruiiman dan lain sebagainya;

h. mengefola bimbingan teknis terhadap kemampuan petugas & bidang
peningkatan retribusi pelayanan persampalian, pemeliharaan kebersihan,
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tamsn dan pengelaiaan permakaman;

i. mengelola bimbingan dan pelunjuk terhadap pernberdaysan dan peran sera
masyarakst dalam  kegiatan  pengumpulsn, pemusnanan  sampah,
pemeliharasn laman dan permakaman,

| mengelola bimhingan teknis dalam upays pengangkutan sampah dar tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir
(TPAY;

k. menyerahikan kegiatan pendataan patensi retrbus| pelayanan persampaban
disamping pengamanan potensi yang sudah ada dan pendataan peftamanan
dan permakaman;

. mengeiolsa kerjasama penanganan persampahan dan pungitan retribusi
pelayanan persampahan kebersihan (RPKP) dengan Pemerintah Kotz
Cirahan.

momengawasi dan  mengevaluasi hasil pensrimasn  retrbusi  pelayanan
persampahan dan penyedotan kakos,

n. mengarahkan kegiatan pemeliharaan ssrana dan prasarana pendukung
operasional kebersihan, pertamanan dan permakaman;

o. mengumpuizan, mengeiah, dan menganalisa guna penvajian laporan serta
svafuast pelaksanaan keglatan kebersihan, pertamanan dan permakaman.

p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, vang
berkailan dengan kegiatan kebersihan pertamanan dan permakaman, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan

q. metaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksamakan tupas!
penugasan

r. mengoordinasikan  penyisunan rencana anggaran dan  pelaksanaan
anggaran lingkup Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pérmakaman;

5. bersama depgan Sekretaris melaksanakan asistenst/pembabasan rencana
anggaran Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dengan satuan
kerja terkait/Tim /Panitia Anggaran: dan

i melaksanzkan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas, sesusi dengan

tugas dan fungsinya.

Baglan Kedua
Seksi Kebersihan

Pasal 12

Seksl Kebersthan dipimpin cieh seorang Kepals Seksi adalah unsur pelakeana
yang langsiing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepale Bidang
Hepersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Seksi Kebersihan mempunyal tugas melaksanakan urusan kebersthan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Kebersihan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Kelembagaan di bidang kebersihan,

b. pelaksgnaan urusan pemerintzhan dan peisyanan umum & bidang
keharsihan:

c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang kebersilan, dan

d. pelaksanazn tugas lain. yang diberikan oleh Kepala Bidang kebersihan dan
pertamanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Datam melaisanakan tugss dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal (2} dan ayat (3), Eepala Selesi Kebersihan, mempunyal uralan tugas:

& membaniu Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permskaman dalam
melaksanakan fugas di bidang kebersihan;

TR DI -



W

_ 2.

MERYUsUN rencana dan program kerz Seksi Kebersihan. sebagal pedoman
pelaksanaan tugss

mendisiribusitan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Lawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peiaksanaan tugas:
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawshan:

membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengangkuian sampah dan tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) sampai ke tempat pembuangan
sampah akhir (TRA).

memantay pelaksanaan kebersthan di wilayah pelayanan kebersinan seperi
di jalur protokol, pusa! perkotaan, pasar kabupaten, pasar dess,
permukiman, TPS dan TRA,

memperuas jaringan wilayah pelayanan kebersihan dalam upaya
meningkatkan pensfimaan retribusi pelayanan persampgahan dan retnbusi
penyedotan kakus:

melaksahakan kerjasama penanganan persampahan dan pungutan retribusi
pelayanzn persarmpahan dan kebersihan (RPPK) dengan Pemennmtah Kota
Cirebon afaupun dengan pihak kain yang terksit;

membina wilayah penanganan persampanan dan retrlbus! pelayanan
persampanan di permuloman, pasar dan perusahaan;

mendstribusikan sarana dan prasarana  kebersiban kepada wilayah
pelzyanan retribust persampahan pemukiman, pasar dan perusahaan;
memantay pelaksanaan pemeliharaan fempat pembusngan sampah
sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA):
meiaksanakan pengadaan sarana dan prasarana  kebersihan sepert
gerobak, tong sampal, kontener, sapu lidi, cangkul dan lain sebagainya;
melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersthan:
memantay pelaksanaan kegiatan pemeSharaan saranz dan prasarana
kebersihan,

menyiapkan bakan dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi
tenfang kebersinan dan penyedotan kakus dan penanggulangan kebersthan,
merencanakan strategis peningkatan retribust pelayansn persampzhsn
penyedotan kakus dan kebersihan,

meksanaksn penyebaran nformasi tentang xebersihan dan peryedotan
kakius melalul peayuluhan langsung kepada masyarakat, siaran radio. madia
cetak, brosur dan [aln sebagainya;

Merencanaxan, menyusun dan memperhitungkan penermaan einbusi
pelayanan persampanan dan penyedolan kakus:

melaksanakan surat ketetapan retnbusi (SKR) persampahan dan
peryedotan kakus lerhadap wajb retribusi (WR) persampahan dan
penyedotan kakus,

melaksanakan pungulan retribusi pelayanan persampahan dan penyedolan
kakus di wilayah pelayanan pemukiman, pasar, dan perusahazn;
melaksanakan koordinasi dengan pihak terkatt, tokoh masyzrakat, organisasi
masyarakat dalam upaya penangaran kebersthan fngkungan dan
pemusnahan persampahan;

menyiapkan bahan dalam rangka melakssnakan pemaniauan dan evaluas
hasil kegiaian dalam rangka kebersihan;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kera terkall dalam rangka
kebersihan,
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mengusulkan bahan penetapan peraturas  daersh  kebijakan
pengembangan PS5 air limbah di wilayah kabupaten msngacu pada
kebijakan nasional dan provinsl

melaksanakan pembentukan  lembaga tingkat  kabupalen ssbagai
penyelenggara PS alr imbah di wilayah kabuzaten,

mangusulkan bahan penstapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditetapkan cleh pemerintah dan provinsi

memberikan izin penyelenggaraan PS alr kmbah di wilayah kabupaten,
melaksanakan panyelesaian masalah pelayanan di hngkungan kabupaten,
melsksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengemoangan PS air imbah kabupaten:

malaksanakan (bantek) pada kecamstan, pemerintzh desa, certa kelompak
mesyaralat di wilayahnva dalam penyslenggaraan PS air imbah.
melaksanakan pembangunan PS alr imbah untuk daerah kabupaten dalam
rangka memenuh SPM.

mEnyusun rencana Induk pengembangan PS air imbah kabupaten.
melaksenakan penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten, ),
melaksanakan monitoring penyelenggaraan P8 air imbah di kabupaten;
meizksanakan evaluasi terhadap pemvelenggaraan pengembangan =i
imoah di kabupaten,

melzksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM

mengusulkan banan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan
PS5 persampahan di kabupaten mengacu pada kebijaikan nasional dan
Provinsi,

menstapkan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengeslolaan
persampahan di walayah kabupaten;

menyiapkan bahan penstapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemeritah dan provinsi,

memberikan peleyznan perizinan dan pengelolaan persampahan skala
kabupatan.

meningkatkan kapasitas manaemen dan fasilitas! Kerjasams dunia uszha
dan masyarakat dajam penyelenggarzan pengembangan PS persampahan
kabupaten;

memberikan bartuan teknis kepada kecamatan, pemenintsh desa, sera
kelompok masyarakat o kabupaten,

melaksanakan penyeiengaraan dan pemb@yaan pembangunan PS
parsgmpahan di kabupaten,

metaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan
kabupatan

melsksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan
persampahan di walayah kabupaten:

melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan d wilayah kabupaten,
Fengawasan dan pengendalian atas pelaksanazan NSPK,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada EKepala Bidang
Kebersihan, Pertamanzn dan Permakaman, vang berkatan dengan
kagiatan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusanfebijakarn
mefaporkan kepada Kepala Bidang Kebersihan, Peramanzn  dan
Pemakaman, setlap selesal melsksanakan tugasfpenugasan;

memyiaplan bahan peyusunanh rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Kebarsihan,
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2z, bersama-sama dengan HKepala Subbagian Program  melaksanakan
asslensipembahasan rencana anggaran Seksi Kebersihan dengan satuan
werja teriaitTim fPandia Anggaran;

@as, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasikegiatan Seke
tebersihan. sesuai keteptean yang berfaku, dan

bbb, melaksanakan tugas kedinasan fain yang diberikan cish Kepala Bidang

Rebersihan, Pertamanzn dan Permakaman, sesual dengan tugas dan
fungeinys;

Bagian Ketiga
Seksi Pertamanan dan Permakaman

Pasal 13

Seksl Pertamanan dan Permakaman dipimpin oleh seorang Kepala Selesi adelah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepals Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Serel Pertam@nan dan Permakaman mempunyal tugas melaksanakan urusan
pertamanan dan permakaman.

Untuk maelaksarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seks
Pertarnanan dan Parmakaman mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pertamanan dan

permikaman;

b. pelaksanaan orusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
oertamanan dan permakaman;

¢ pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang peftamanan dan permakaman;
dan

d pelaksanaan tugas lain, yvang dibérikan cleh Xepala Bideng kebersihan dan
parlamanan. sesual dengan tugas dan hungsinya.

Dalam melaksanal@n tugss dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2} dan ayal (3), Kepala Seksi Pertamarian dan Permakaman mempunyal

walan tugas,

2. membantu  Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan. dalam
melaksanakan tugas dl bidang pertamanan dan permakaman;

b. menyusun rengana dan program kera Seks Perflamanan dan Parmakaman,
sebagsl pedoman pelaksanaan lugas,

¢, mendistrblusikan dan mamber petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahar.

d. membing dan memotivas bawahan dalam pelaksanaan tugas:

. memantay, mengendalikan, mengevaluasi, dan mendai pelaksanaan tugas

Pawahan,

melaksanakan pembangunan pertamanan dan perfamanan gmum dan

tam@an makam pahiawan,

memantau pefaksanaan pepataan dan pemelibaraan taman dan luge batas,

bersama dengan UPTD Pengawssan Bangunan dan Kebersihan

melsksanakan pemeantauan peryiraman tanaman di lokasi laman kota dan

taman lzinrya pada saatl musim kemarau,

i menyusun rencana kegiatan penanaman  pohon  penghijauan  dan
pemasangan papan rekiame bajk di lolasi taman dan [alur jalam;

j. melksanakan koordinas: dengan satuan kera terkait dalam perhasangan
papan rekdame baik ditokasi taman maupun jalur @lan protokol

k meigkzanakan penyediaan pohonftsnaman hias, pohon pelindung untuk
ditanam di lokasi vang telah direncanakan.
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I. memelihsra Empu taman/hias laman yang dipasang di lokasi taman dan
lalur jatan protokol seris pemeliharaan taman,

m. meizksanakan koordinasi dengan pihak terkalt dalam upaye pemberian
penznan  lokasi permakaman  umum  yang  disediakan oleh  pihek
pengembang/developar,

o melaksanakan surat keterangan retribusl peri@inan permakaman umum
gepada wajls retribusi (WR ) permakaman umum,

p. metaksanakan penyebaran informasi kepadz masyarakat langsung tentang
penatazn permakaman yang dikeloka langeung oleh masyarakat;

. menyizpkan Dahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan sirategl
kabupaten; berdasarkan kebgakan nasional dan provinsi;

r. memyapkan bahan penetapan peraturan daerah MSPK dramase dan
pematusan genangan & witayah kabupaten berdasarkan SPM vang disusun
pemerintah pusat dan provinsi;

5. memngkatlkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase
dan pematusan genangan o wilayah kabupaten;

menyelesaikan masalah dan permasatahan cperasionalisasi sistem drainase
fian penangguiangan banir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan
daerah sekitarnya;

L. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pemetharaan PS
drainase di wilayah kabupaien:

v. menyusun rencana induk PS drainase skala kabupaten,

w. meiahsanaksn evaluasi {zrhadap penyelenggaraan sistem drainase dan
pengendali banjir di wilayah kabiipaten;

1. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada HKepalz Bidang
¥ebersihan dan Perfamanan, yang berkaiisn dengan kegiatan penataan
pertamanan dan paErmakaman, dalam rangka pengambidan
keputusanikebiakan

v, me@porkan Hepads Kepala Bidang Kebersihan Penamanan  dan
Permakaman, setiap selesai malaksanakas tugas! penugasan.

z. menyiapkan bahan penyusuran rencana anogaran dan  pelaksanaan
anggaran Seksi Pertamanan dan Permakaman,

aa bersama-samz dengan HKepala Subbagian Program metaksanakan
asisiensi/pembahasan  rencana anggaran Seksi  Pertamanan  dan
Permakaman dengan satuan kerja terkaitTim/Panitia Anggaran,

bb. melaksanakan evaluas! dan pelaporan pelaksamaan tugas/kegiatan Seks
Keberzihan sesuai ketentuan yang beraku, dan

cc. melsksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bigang
Kebersihan, Pertamapan dan Permakaman, sesual dengan tugas dan

fungsinya

e
1

BAE VI
BiDANG BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama
Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman

Paszal 14

{1) Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh searang Kepala
Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan berfanggung
iawab kepada Kepaia Dinas
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(2) Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman mempunyal tugas mengelois
penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daereh di bidang bangunan,
perumeahan dan permukiman

(3) Untuk melksanakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat (20 Bidang
Bangunan, Perimanan dan Permukiman mempunyal fungs

(4)

=

b

4.

perumusan kebijakan teknis bidang bangunan, perumahan dan permukiman,

pemyslenagaraan sebagian urusan pemenntahan dan pelayanan umum di
nidang bangunan, perumahan dan pearmuidman,

pembinaan dan pelaksanaasn tugas bidang bangunan gedung. perumahan
dan permukiman; dan

pelsksanaan tugas lain yvang diberikan cieh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungs| sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ayatl (2) dan ayat {3}, Kepala Bidang Bangenan, Perumahan dan Permukiman,
mempunydi uraian tugas:

membanty Kepala Dinas, dalam melaksanakaan tugss di bidang bangunan,
perumahan dan permukiman,

mengelola pemyusunan rencana dan program kerja Bidang Bangunan
Perumahan dan Permuliman, sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

mendistrbusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuzi dengan bidanhg tugasnya;

mambina dan memaotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaiuzsi, dan menial pelaksanaan fugas
bawahan,

mengeiala pengumpulen dan pengolaban dats serla menyusun dan
penyajian [sporan pambangunan bangunan, perumakan dan permukiman;

mengelola Kegiatan bangunan gedung dan bangunan pelayanan umum;

mengelola kegiatan prasarana dan sarana fasiitas lingkungan perumaban,
air kmbah permukiman dan drainase pemukiman,

mengelota kegiatan prasarana dan sarana air imbah permukiman;

memberkan saran dan bahan partimbangan kepada Kepalz Dinas, yang
berkanan dengan pembangunan gedung dan permuk‘rman dalam rangka
pengambilan keputusan/ kebijakan

melaporkan kepada Kepala Dipas, selisp seletar melsksanakan tugas!
penugaszan;

mengoordinasikan  penyusunan rencana anggaran dan  pelsksanaan
arggaran Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman,

bersama dengan Sekretans melaiksanakan asistensifpembahasan rencana
anggaran Bidang Sangunan, Perumahan dan Permukiman dengan Satusn
Kerja terkaitTim Panitia Anggaran:

mengelols svaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Bangunan, Perumshan dan Permukiman. sesual ketentuan vang beraki
gan

meiaksanakan lugas kedinasan laln yang diberkan cleh Kepala Dinas,
sesuai dengan tdang kgasnya.
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Bagian Kedua
Seksi Bangunan Gedung

Pasal 15

(1} Sersi Bangunan SGedung dipkmpin ofeh seorang Kapala Seksi adaiah unsur
pelaksana yang fangsung berada di bawah dan berlanggung jawab kspada
Kepata Bidang Bangunan, Perumahan dan Permuloman

(2) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan uresan bangunan
gedung.

{3) Umuk melaksapakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sekei Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

b,

c

d.

perumusan kebljakan teknis kelembagaan dl bidang bangunan gedung,

peiaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum i bidang
bangunan gedung,

peaksanazn dan pembinaan tugas bidang bangunan gedung. dan

pelaksanaan fugas lain, yvang diberkan oleh Kepalas Bidang kebarsihan dan
pertamanan, sesual dengsn tugas dan fungsinga

4% Datam melzksanakan tugas dan fungs| sebagaimana dimasksud pada ayat (1),
ayal {2} dan ayat (3), Kepala Seksl Bangunan Gedung, mempunyai urai2n tugas:

b.

{=]
¥

o

f

mambanty Kepais Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman daiam
melaksanakan tugas di bidang pembangunan gedung;

meryusun réncana dan program kera Ssksi Bangunan, Perumahan dan
Pemuloman sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistnbusikan  dan memberi petunjuk pelaksanaan lugas kepads
bawaharm;

membing dan memolivas: bawahan datam pelaksanzan ligas

memantau, mengendalikan, mengevaluas!, dan menilai pelaksanaan lugas
bawahan,

melaksanaksn  Kegiatan pengaturan dan pengawasan  terhadap
pambangunan, pemelinaraan dan pemanfaalan bangunan gedung dan
rumah negara,

meaksanakan  kegiatan  pengaluran  dan  pengawasan  terhadap
pembangunan, pemelitaraan dan pemanfaatan bangunan pelayanan umum
dan lpangan-lspangan,

melaksanakan koordinas! dengan satuan Kerja yang terkall befkenaan
danpgen Yegiatan pembangunan bangunan gadung dan rumsh negara.
Femberdayasn masvarskal dan dupia ussha dslam pembangunan
perketaan dan perdesaan di wilayah kabupaten,

Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkolaan dan
perdesaan @ngka panjang dan jangka menengah kasbupaten dengan
mengacy pada RPJP dan RPJM nasional dan proginsi:

melzksanakan Ker@samalkemitraan antara pemenntah daerah/dunia usahal
masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarans
perketaan dan perdesaan di ingkungan kabupatan:

memnyapkan bahan penstapan peraturgn daerah kabupaten mengsnal
bangunan gedung dan ingkungan mengacl pada norma, siandar, prosedur
dar kritaria nasional,

menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sirategi kabupaten mengenal
bangunzn gedung dan lingkungan:

menyiapkan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung di
kabupaten;
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melaksanakan pendataan bangunan gedung;

memyapkan bahan penelapan persyaratan administrasl dan tekme untuk
bangunan gadung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung
vang dibangun di lokasi bergana;

melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyeiengoaraan
bangunan gedung dan fingkungannya;

mekksanakan pemberdayaan masyarakat  daizm penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungan,

maiaksanakan penyalenggarasn bangunan gedung dan fingkungan dengan
berbasrs pemberdayaan masyarakat;

melzksanskan pembangunan dan pengelolzan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten:

memnyizpkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan ditestarikan yang berskala lokal;

meiaksanakan pengawasan terhadap pelaksanazan peraluran perundang
ungdsngan, pedornan dan slandar teknis dalam penysienggaraan bangunan
gedung dan Ingkunganmya,

meizksanakan pengawssan dan penertiban pembangunan, pemanfazian,
dan pembongkaran bangunan gedung;

melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung
dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskaia lokal
melaksanalkan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang lelah ditetapkan,
melaksanakan pengembangan sistem informasi jesa konstruksi dalam
wilayah kabupaten yang bersangkutan;

melaxsanakan penedlian dan pengembangan jasa Konstridksi dalam witayah
kabupaten yang bersangkutan,

melaksanakan pengembangan sumber dava manusia bidang jasa konstruksi
di tingkal kabupsaten,

melaksanakan peningkatan kemampuan teknologl jasa Konstruksi dafam
wilayah kabupaten,

. melaksanakan pelatinan, bimbingan teleys dan penyuluban dalam wilayah

kabupaten;

melaksanakan pengawasan lata fingkungan dalam wilayzh kabupaten yang
bersangkutan;

mefsksanakan pengawasan sesual kewsnangannya umuk terpenuhinya
tertip penyeienggaraan pekeraan konstruksi:

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia Bidang
Bangunan Perumahan dan Pearmukiman, yang bereaitan dengan Regiatan
pembangunan gedung. dzlam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
melaporkan kepada Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman,
setiap selesal melaksanakan tugasipenugasan,

menyidpkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Bangunan Gedung;

bersama-sama  dengan Kepala Subbagian Program  melzksanakan
asistensifpembahasan rencana anggaran Seksi Bangunan Gedung dengan
satuan kera terkail/Tim/Paniia Anggaran;

melaksanakan evaluas! dan peiaporan pelaksanaan tugasikegistan Seksi
Bangunan Gedung, sesual ketentuan yang berlaky: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan,
Perumahan dan Permukiman, sesuai dengan tugasdan fungsinya.
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Bagian Kedua
Seksi Perumahan dan Permukiman

Pasal 16

{1) Seksi Perumahan dan Permuléman dipimpin oleh ssorang Kepzla Seksi adalah
unsir pefaksana yang langsung berada o bawah dan beranggung lawab
kepada Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Pearmukiman

{2) Seksl Perumahan dan Permukiman mempunyal tugss melaksanakan urusan
perumahan dan permukeman.

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Seks|
Perumahan dan Permukiman mempumyal fungsi:

g,

b

e

d.

perumusan kebiakan teknis kelembagasn di bidang perumahan dan
permukirman;

pelaksanaan wrusan pemernntahan dan pelayanan dmum dif  bdang
perumahan dan permukiman;

pelaksanaan dan pembingan tigas bidsng perumaban dan permukiman; dan

pelaksanaan lugas @ain, vang diberikan cleh Kepala Bldang keberahan dan
peramanan, sesuai dengan tugas dan lungsinya,

(4} Datam melakeanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada syat (1),
ayat {2 dan ayat {3), Kepala Seks Perumahan dan Permukiman, mempunyai
uraman tugas:

membantu Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, dalam
metaksanakan lugas di bidang permukiman;

menyusun rencana dan program kera Seksi Perumshan dan Permukiman,
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

mendistnbusi4an dan member petunjiuk pelaksénzan tugss kespada
bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam pefaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluas, dan menda pelaksanaan tugas
bawahan,

melaksanakan kegiatan pengaturan pengawasan dan pembinaan termadap
kawasan perumahan dan permukiman;

melaksanakan keglatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan
pembinaan terhadap prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan dan
permikiman;

melaksanakan kegiaizn pengaturan, perspoanain. pembangunan  dan
pEngembangan terhadap prasarsna dan sarana air bersin,

meliksanakan kegatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan
pembinaan terhadap prasarana drajmase perumahan dan permukiman;
melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkat dalam persncanaan,
pengawasan dan pemanfaatan di bidang perumahan dan permukiman.
memiapkan bahan uniuk pelaksanaan sosialisasipemberitahuan tentang
pembangunan perumahan dan parmukiman

melaksanakan pemberdayaan masyarakal dan dupla  usaha  dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten

memdzpkan penyusunan program pembangunan sarans dan presarana
perkotaan dan perdesaan jangka paniang dan jangka menengah kabupaten
dengan mengacu pada RPJP dan RPIM nasional dan provins)
melaksanakan penyelenogaraan kerasamal kemifraan aniara pemerintah
daerahidiunid usaha/masyarakal dalam pengelolzan dan pembangunan
warana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di ingkungan kabupaten;
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melaksanakan penyelenggarsan pembangunan PS5 perkotdan  dan
perdesaan di wilayan kabupaten,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadsp pelaksanaan
pembangunan dan pengelolasn kawasan perkotagn dan perdesgan di
kabupaten:

mslaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;
memfasiitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan
pemerintah desa, sera kelompok masvarskat dalam peryelengaraan
pengembangan SPAM

menyusun repcana nduk pengembangan SPAM  wilayah adminstrasi
kabupaten,

melaksanakan penyvediaan PS air minum untuk daersh bencana dan dassah
rawan ar tkala kabupaten,

melaksanakan penanganan bencana alam lingkatl kabupaten;

melzksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyslenggarasan
pengembangan SPAM yvang berada di wilayah kabupaten

memniapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijgkan dan sirateg
penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten,
menyiapkan bahan psnetapan peraturan daerah fentang pencegshan
timbitnya permukiman kumuh di wilayah kabupaien,

melakeanakan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkolaan di
kabupaten.

melaksanakan peremajaan/perbalkan permuliman Kumah/nelayan dengan
rUSLNEWE,

. Mmelaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di

witayah kabupaten;

meiakeanakan svaluasl pslaksanaan program penanganan pefmukiman
kumuh di kabupaten

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan MSPKE di
kabupaten

menyusun pedoman dan manual perencanaan, pembangunan  dan
pengeiolzan PSU skalz kabupaten;

memfasiitasi pelaksanaan tindakan furun tangan dalam psnmvelenggaraan
pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal;

menyiapkan kahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di
bidang pembiayean perumahan,

. menyusun NSPM kabupaten bidang pembiayazn perumahan;
. melaksanakan, penerapan dan  penyesuaian  pengaturan  instrumen

pembiayaan dalam rapgka penerapan sistem pemblay=an;

memfaciditasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para paiaku di
tngkat kabupaten:

melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
Kabupaten;

memfasiitas) bantuan pembiayaan perbaikanfpembangunan rumah swadayva
millike.

melaksanakan pengendalian penyelenggaraan  bidang pemblayaan
perumahan df tingkat kabupaten,

melaksanakan evaluas| panyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di
fingkat kabupaten;

membenkan masukan penyusunan dan penyEmpurnaan perstwan
pefundeng-undangan bidang perumahan,
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mefaksanakan penimjauan kemball kesesuaian peraturan  perundang
untdangan bidang perumahan di kabupaten dengan peratluran  perundsng-
uyndangan di atasnya:

metaksanakan kebijakar dan strategi  nasional pembangunan dan
pengembangan pada skala kabupaten;

. melaksanakan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skaks

Kabupaten;

melaksanakan peraluran perundang-undiangan, produk NSPM, seria
kabijakan dan strategl nasional perumahan,

maiaksanakan teknis pervelenggaraan parumahan;

memanfastksn badan vsaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD,
koperasi, perorangan maUpun swasta, yang bergerak 4 bideng usaha
industr bahan bangunan, industrl Komponen banguan, Konsultan, kantraktor
d=n pengembang:

melaksanakan hasi! sesalisasi;

melaksanakan keglatan melalil palaku pembangunan perumahan,
melaksanakan penyelenggarsan perumahan sesual teknik pembangunan,

melaksenakan pembinaan dan kerfasama dengan badan  usaha
pembangunan perumaian, baik BUMN BUMD, koperasi perorangan
maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industn bahan bangunan,
industri komponen bangunan, kKonsuitan, kontraktor dan pengembang di
kabupaten

merumuskan RPJF dan RPJM kabupaten; _

memfasitasi pereepatan pembangunan perumahan skala kabupaten,
melaksanakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan
peryediaan tanah, PSU dan melskukan pengeloizan dan pemebharaan
diperkutaan, perbatasan Internasional, pusat kegiatan,
perdagangan/produks,

melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utiitas umum sebagal
ctimigian di RSH, Risun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan
pemaliharaan,

malaksanakan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
daerah terpenc:d dan uji coba serfa  fasiitasi pengelolaan, pemeliharaan
kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum;

melaksanakan pembangunan rumah urtuk korban bencana dan khusus
lainnya serta pengelolaan depo dan pendistnbusian logistk penyediaan
lahan, pengaturan, pemanfaatan geluruh bantuan

merumuskan xebijskan dan strategl pembangunan dan pengembangan
perumahan skala kabugaten;

melaksanakan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala
kabupalen;

metiksanakan SPM perumahan dan PSU pesisic dan pantal serta pulay
icecil, di kabupaten,

melaksanakan dan atau perenma bantuan perumahan:

rmenyiapkan bakan penetapan harga sewa rumah;

melaksanakan pembangunan perumahan untuk perampungan pengungsi
lintas kawasan se-WKabupaten,

. melaksanakan bantuan pembangunan dan  kelembagasn  sera

penyelanggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

mefaksanakan pembangunan rumah susun unfuk MBR dan rumah khusus,
rumah nefayan. perbatasan internasional can pulau-pufay kecil;

mefaksanakan pengelolaan PSU bantuan pusat,
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nen, melaksanakan pembentukan kelembagean perumahan kabupaten,

ppo. melaksanakan Fengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunzsn dan pengelolaan perumahan;

ppp. mENyUsun gedoman dan manual penghunian, dan pangefolaan perumahan
setempat dengan acuan umum SPM nasional,

qqy. Melaksanakan pengawssan dan pendendalian pengelolaan rusun dan rusus,

mr.  merumuszn kebiakan dan stralegi kabupaten tentang lembaga pendikung
pembangunan perumahan  pendatasn perumahan dan  peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

menyusun RPJP dan RPJM kabupaten teniang perumanan swadaya:

fit. menyusun MNSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupalen;

uu, mengoordinas) pelakcansan kebijakan dan sirategl ksbupaten tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas peiaku pembangunan perumahan swadaya,

vy, fmemfasiiitasi pelaksanaan kebijakan dan strateg Kabupaten tentang
lembaga pendukung pembangunan perufmahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya,

weww. melaksznakan pengawasan dan pengendafien pelaksanaan kebljakan dan
strategl kabupaten tentang lembaga pendukung pembangonan perumahan,
pendataan perumaban dan peningkstan kapasiias pelaku pembangunan
perumahan swadaya.,

k. melaksanakan sosialisasi  kebiskan strategl,  program  dan NSPM
pembangunan perumahan swadaya di kabupaten,

yyy. melakssnakan pengkajian kebijakan dan peraturan  daerah kabupaten yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

zzz. menyapkan penetapan kebijakan dan  strategi  ksbupaten dalam
pengembangan kawasan,

asaa.malaksanakan pemyusunan Rencana Kabupsten dalam Pembangunan dan
Pengambangan Perumahan dan Permukiman Deerah (RP40-Kabupaten),

bbb melaksanakan pembinaan teknis peRyusunan RE4D di
wilayahnyaPenyusunan RP4D di wilayahmya,

cece. metaksanakan montoring dan evaluasl pelaksanazn kebijakan dan strategl
pengembangan Kawasan dan RP4AD di skala ksbupaten;

dddd mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategl pengembangan kawasan
dan RP4D di wilayahnya:

sece menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategl kabupatan dalam
pemyelenggaraan pembangunan dan pengelolasn kawasan skala besar;

fif. melaksanakan pembinaan leknis pelaksanadn  penyelenggaraan
pembangunan dan pengeloiaan kawasan skala besar di wilayahnya;

gggy. melaksanakan peanyelengcarsan pembanguman dan pengelolaan kawasan
siala basar di wilayahmya,

bt melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan-dan pengelolaan kawasan skala besar diwilayahnya;

Wi melaksanakan pengendaiian pelaksanaan penyelsngoaraan pembangunan
dan pengeiotaan kawasan skaia besar di wilayahnya;

il melsksanakan penetapan kebipakan dan strategl kabupsien dalam
penyelenggaraan pembangunan-dan pengelolaan kawasan khusies;

kkkk melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan
pambangtnan dan pengelolaan kawasan khusus d wilsyahmya;

. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan penoslolaan kawasan
khusys di wilayahnya,
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mmmm. Meaksanakan mendoring dan evaluasi pelaksanaan penvelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya,
nnnn. metakeanakan pengendalian pelaksanaan penwyelenggaraan pembangunan
dan pergelolzan kewssan khusus di wilavahnya:
ogoe menyiapkan bahan penetapan kebiakan dan strateqr kabupaten dalam
penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
ppep.melaksanakan  pembinaan  teknis  pelaksansan  penyelenggarsan
keterpadimn prasarana kawasan di wilayahnya,
giaq melaksanakan penyelenggaraan  keterpaduan prasarana Kawasan o
witayahnya;
e, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksapaan penyelenggarazn
keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnys;
555 melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggarsan keterpaduan
prasarana kawasan o wilayahnys;
. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan sirategi kabupaten dalam
penyalenggarsan keserasian kawasan dan lingkengan hunian benmbareg;
i melaksanakan pembinaan teknis pelaksanzan penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahmya
vwy. Melaksanakan penyeienggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
bermbang di witayahnya:
waaw Metaksanakan monitoring dan evaluas: pelaksamnaan penyelenagaraan
keserasian kawasan dan Hngkungan humian berimbang di wiayahnya,
k. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggarsan keserasian
kawasan dan lingkungan hunian berdmbang di witayahnya:
yyyy. melaksanakan penyusunan dan penyempurnzan peraturan  perundang-
undangan bidang pergmahan di tingkat kabupaten:
zzzz. melaksanakan kesesuaian peratiran  daerah Kabupaten dengan psraturan
perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
aaaza. Melaksanakan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  bidang
perumahan dalam rangks mewujudkan jaminan Kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam bermiukim di kabupaten;
bobbb, mengoordinasl pengawasan dan pengendalian pelsksansan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten;
cceee. melaksanakan kebijakan dan penanganan masaiah dan senoketa bidang
parumahan di kabupaten;
ddded melaksanaksn fasiltasi penanganan masalah dan sengketla bidang
perumahan di kabupaten:
eeece. memfasiitasi penyusunan, koordinasi dan sosiabsasi NSPM  bidang
perumahan di tinakst kabupaten;
. melaksanakan dan cosialisasi NSPM penysdiaan lahan untuk pembangunan
perumahan di kabupaten;
googe. malaksanakan kebijakan kabupaten temtang pembangunan peromahan
sesual dengan penataan ruang dan penataan pertanzhan di kabupaten;
kihnh, mefakeanakan kebljakan kabupaten itentang pembangunazn perumahan
sesual dengan penataan fuang dan penataan pertanahan,
.  memfasitast pelaksanaan kebijakan kabupalen tentang pembangunan
perumahan sesual dengan penataan n\ang dan penaiaan pernanahan,
jii} melaksanakan pengawssan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
ksbupaten tentang pembangunan perumazhan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan;
kkkkk memfasilitasi penyelecaian eksternasitas pembanguman perunmahan di
kabupaten,
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melaesanakan panyusunan dan penyempufnaan peraldran  perundanig-
undangan bidang parumahan di ingkat kabupaten;

mmmmm melaksapakan kesesuaian peraturan dasrah kabupaten dengan peraturan

perundsng-undangan terkait di bidang perumahan,

nnnnn. Melaksanakan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  bidang

perimahan dalam rangka mewiujudkan jaminan kepasfin hukum dan
perindungan hukuom dalam bermukim di kabugaten,

opoco. mengoordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanazn peraturan

perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten:

poopp mefaksanakan kebiakan dan penanganan masalzh dan sengketa bidang

perumahan di kabupatan;

gqddyq, rrelaksanakan fasiites! penanganan masalalh dan sengketa bidang

FITIT.

E355%

ToRtL

perumahnan di Kabupatan,

mentfasiitasi penyvusunan, Koordinasi dan soslalisasi NSPM  bidang
perumazhan di tingkatl Kabupaten,

melaksanakan dan  sosialisasi NSPM  penyedisan  lahan  untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten:

malaksanakan kebiakan Ksbupaten tentang pembangunan psrumahan
sezuai dengan penataan ruang dan perataan pertanahsn o kabupaten,

uuy. metaksanakan kebijakan Kabupaten lentang pembangunan perumahan

Anss

WA,

1,904

anadad.

bbbbbb

CLCCLL:

sesial dengan penalaan ruang dan pemataan partanahan;

mamfasiitas] pelaksanaan kebjakan Kabupaten fentang pembanguran
perumahan s&sual defgan penataan ruang dan penataan penanzhan,
melaksanakan pengawasan dan pengendalan pelaksanazn kebijakan
kabupaten tentang pembangunan perumahan secual dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan;

memfasitasi penyelesaian ekstemaiftas pembangunan perumahan di
kabupaten;

. melaksanakan kehijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan

hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU
pendukung parumahan.

mengoordinas pelakeanaan kebiiakan kabupaten tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sesial ekonoms
budays. serta FSU pendukung perumahan,

memfasiitasl pelaksanaan kebijakan kabupaten teéntang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasii teknologi dan bahan bangunan. sosial ekoaomi
budaya. serta PSU pendukung perumahan

.melaksanakan pengewasan dan pangendalian pelaksanaan kebijakan
kabupaten tenting pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologl dan
tahan bangunan, sosial ekonomi budaya, =serta PSU  pendukung
parumiahan;

melaksanakan kebijakan kabupaten lentang pemberdayasn para pelaku
pendukung pembangunan perumahan;

dddddd, mengoordinasi pelaksanaan kebiipkan kabupaten tentang cendayagunaan

dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekanom
budaya, sera PSU pendukung perumshan;

esesee, memiasiitacl pelaksanaan kebljakan kabupaten temtang pendsyagunaan

dan pemanfaatan hasil isknoiogi dan bahan bangunan, sosial skonomi
budaya, serta PSU pendukang perumahan;

melaksanakan kebimkan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan;
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dggeng. Mengoordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pemberdayzan
para pelaku pendukung pembangunan perumahan

nhhhhb. melaksanakan dan pengendalian pelaksanaan kebiakan kabepatan
tentzng pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

i melaksanakan pengawasan dan pengendalan kebliekan kabupaten
ientang pemberdayaan para pelaky pendukung pembangunan perumahan;

- melaksanakan kemitraan antara pemerinizhan dasrah, badan usaha, dan
Kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;

kkkkik memfasiitasi pemngkatan kapasitas pelaku pemba2ngunan perumahan
pamerintah, swasla dan masyarakat di kabupaten,

BN, membetikan saran dan bahan perfmbangan kepada Kepaia Bidang
Bangunan, Perumahan dan Permukimsn, vang berkaitan dengan kegiatan
penalaan permukiman, dalam rangka pengambilan keputusanfebifakan,

mmmmmm. miélaporkan kepada Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan
Permukiman, setiap selesai melaksanakan tugas/penugssan;

nrmnT: MeEngRpkan bahan penyusuman rencana anggaran  dan pelaksanzan
anggaran Seksi Parumakan dan Permukiman:

gocooo. bersama dengan  Kepala  Subbagian  Program  melaksanakan
asstensipembahasan rencana anggaran Seksi Perumahan dan
Permukiman dengan saluan kefja lerkaitMim/Panitia Anggaman,

pupppe. melaksanakian evaluasi dan pefaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seks
Perumahan dan Permukiman, sesuai ketentuan yang berlaky; dan

gagagy. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dberikan oleh Kepal Bidang
dangunan, Perumahan dan Permukiman, sesuaj bidang tugasnya,

BAE Vil
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Pertama
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

(1) Bitang Pencegahan dan Pananggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang merupskan unsur pelaksana, yang berada o bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepalz Dinas

(2] Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyal lugas
mengelola penyusunan pelaiksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan
penangguiangan kebakarman

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2) Bidang
Pemagahen dan PenanggWangan Kebakaran mempunyal fungst:

a. perumusan kebiakan teknis bidang pencegahan dan peranggulangan
kebakaran:

b. penyelenggarsan sabagian urusan pemerintshan dsn pelayanan umum i
bidang pencegahan dan penangguiangan kebakaian,

£, pembinasn  dan  peélaksanaan tugas bidang pencegahan  dan
perangguiangan kebakaran; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang dibesikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya

(4) Dglam melaksanakan tugas dan fungsl sebagaimana dimaksud dimaksud pada
ayat (1) ayat (2) dan ayat {3), Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, mempunyai uraian tugas;

a. membanty Kepalz Dinas, dalam melsksanakaan tugas di Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,



235

b. mengelola peryusunan rencana dan program kena Bidang Pencegshan dan
Penangguiangan Kebakaran, sebagal pedoman pelaksanaan fugas.

c. mendisinbusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepads para
f.epala Seksi sesual dangan bidang tugasnya;

d. membinz dan memtivesi bawahan dalam pelaksanaan tugss.

g, memantay, mengendalitan, mengevaluas:, dan menilai pelaksanaan tugas
bawshan;

T mengeloia pelaksanaan tugas pemadam kebakarsn;

mempuat rencana cperasional penanggulangan kebakaran;

membuat rencana pembagian wilayah kerja untuk pelaksanzan tugas dalam

rangka pelayanan terhadap masyarakat;

| memberkan petun|uk pelaksanaan dalam perangguiangan kebakaran,

| mengendafikan seluruh  kegiatan pencegahan dan penangoulangan
webakaran;

K merancarakan kegiatan penyiluban di witayah oos j2ga masing-masing dan
Koordings dengan Camat, Polsek dan Korami,

I memberkan bantuan pelatinan kepada para pemiaga yang ada 4i wilayah

kefja Kabupaten Cirsborn

membenkan pembingan terhadap angoota pemadam kebakaran,

memeriksa sarana dan prasarana pemadam kebakaran,

o. memberfkan saran dan bahan perimbangan kepada Kepala Dinas. yang

berkaitzn dengan keglatan pencegahan dap penanggulangan kebakarman
keoiptakaryasn, dalem rangks pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepals Dinas, setlap sel=sai malaksanakan
tugasipenugasan.

4. mengoordinashan penyusunan rencana dan peiaksanaan anggaran Bidang
Pencegshan dan Penangauliangan Kebakaran.

r. bersama dengan  Kepala Bagian Tsta Usaha melaksanskan
asistensifpembahasan  rencana  anggarasn Bidang Pencegahan dan
Penangguiangan Kebakaran dengan satuan kegs termaitMméPanitis
Anggarsn.

s. mengeiola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Bidang
Pancegahan dan Pepangguiangan Kebakaran, sesual ketentuan yang
berfaku; dan

t  melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibgnkan oleh Kepala Dinas,
sezial bidang tugssnya

T o

s

Sagian Kedua
Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksl adalah unsur
pelaksama yang langsung berada di bawsh dan bertanggung jawab kepada
Kepaia Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

{2} Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyal ligas melaksanakan orusan
pencegahan kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (2 Seksi
Pencegahan Kebaksran mempunyai fungsi:

2 perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pencegahan kebakaran,

b pelaksanaan urusan pemenmshan dan pelayasan umum di bidang
pencegahan kebakaranm;

TRFE SN
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¢. peElaksanaan dan pembinzan lugas bidang pencegahan kebakaran; dan
d. pelsksanaan tugas lain, yang diberikan sleh Kepala Bidang Pencsaahan dan

Pepanggulangan ¥ebakaran, sesual dengan tugas dan fungsinya.

t4) Dalam melzksanakan lugas dan fungst sebagaimana dimaksud pada avat (1),
ayat () dan avat (3), Kepala Ssksi Pencegahan Kebakdaran, mempunyai uraian

tugas:

0.

ch

membanty Kepala Bidang Pencegahan dan FPenanggulangan Kebakaran
dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan kebakaran;

menyusun repcana dan program kena Sakei Pencegahan Kebakaran,
sebagal pedoman peleksanaan tugas;

mendstribusikan dan memberi petunjik pelaksanazn tugas kepads
bawahan,

membinz dan memativasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau. mengendalikan, mengevaluasi, dan menifal pelaksanaan tugss
haswahan:

melaksanakan peméenksaan dan pemeliharaan kendarsan pemadam
kabakaran setizp triwulan;

menyusun pola simulasi/psiathan penanggulangan bahays kebakaran
melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran;

membiat petunjuk tekas pelaksanaan pencegahan kebakaran

mengelola pembinsan ierhadap a&nggota pemadam kebakaran dalam
pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran,

melaksanakan koordinasi dengan Satuan kera yang terkat bedceénzan
dengan kegiatan pelaksanaan pencegahan kebakaran,

mamberian saran dan baban pertimbangan kepada Kepals Bidang
Pencegahan dan Pepanggwangan Kebakaran, yang berkaitan dengan
kegiatan pencegahan  kebakaran, dalam rangka  pengambilan
kepitusan/kebijakan,

melzporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakarzn, setlap seleszi melaksanakan (ugssipenugasan,

menyiapkan bahan penyusonan renpcana anggaran dan perencanaan
amnggaran Sakst Pencegahan Kebakaran,

bersama dengan Kepala Sub Baglan Program melaksanakan asistensl/
pembahasan rencana anggaran Sekst Pentegahan Kebskaran dengan
satuan kerja lerkail/Tim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluas| dan pelaporan pelaksansan tugasfegiatan Seksi
Pencegahan Kebakaran, sesuai ketentuan yang beriaky, dan

mefaksanakan tugas kednasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegaban dan Pemangqulangan Kebakaran. sesuai bidang tugasnya

Bagian Ketiga
Seksi Penanggulangan Kebak aran

Pasal 19

i1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh segrang Kepale Seksi adalah
unsur pelaksans yang langsung berada o bawah dam bertanggung jawab
kepadz Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,

(2) Sekst Penanggulangan Kebakaran mempunyail fugss melaksanakan urusan
penanggulangan kebakaran,
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksed pada syat (2) Seks
Penangouiangan Kebakaran mempunyai fungsic

d

b

€.
g

perumusan kebijakan teknis kelembagean di Didang perenggulangan
kebakaran:

pelaksamaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bigang
penanggulangan kebakaran;

pelaksanaan dan pembinzan tugas bidang pemanggulangan kebakaran: dan

pelaksanaan tugas laimn, yang diberikan oleh K=pals Bidang Pencegahen dan
Fenanggulangan Kebakaran. sesuai dengan tugas dan fungsinya,

(4} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (13,
ayat {2} dan ayat (3), Kepala Seksi Perangguiangan Kebakaran, mempunyai
uraian lugas

b.

c.

Fere

membaniy Kepala Bidang Pentegahan dan Penanggulangan Kebakaran
dalam melaksanakan tugas kegiatan di bidang penanggulang2n kebakaran,

menyusun rencana dan program Kena Seksi Penanggulengan Kebakaran
cebagal pedoman pelaksanaan fugas,

mendistribusikan  dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

memantau, mengendaiican, mengsvaluasi. dan meniai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan materi penyulohan balk program dinas mausun bdang
kebakaran,

melaksanakan kerasama antarz uni  kerja  tentang  pelaksanaan
Ferangaulangasn Kebakaran,

mengoordinasthan dalam pealaksanaan penyuluhan dengan Camat dan
aparat yang =da oi daerah;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Fencegahan dan Pensnggulangan Kebakaran, yang berkaitan dengan
kegimlan Penangguiangan Kebakaran, daiam rangke pengambifan
weputusan’ kebiiakan,

melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pepanggulangan
Kzbakaran, setiap selesal mefaksanakan tugas/penugasan;

memsapkan bahan penyusunan rencana anggaran den pelaksanasan
anggaran Seksi Penangguiangan Kebakaran;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistersl/
pembahacan rencana anggaran Seksi Penanggulangan Kebakaran dengan
Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran,

melakeanakan evaluas| dan pelaporan pelaksanzan tugasfkegiatsn Seksi
Femanggulzngan Kebakaran, sesumiketentuan yang berlaku; dan

malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, sesual bidang lugasmyz.

BAB Vil
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

(1) Habhat vang menadi tugas dan kewenangan Dinas marupakan satu kKesatuan
yang tidak dzpat dpisabkan

THEERIL BT o



- 38 .

{2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagal pelaksana tugas pemetrintah dasrah, kegiatan
cperasionalnya diseienggarakan oleh Sekretamat, Subbagian, Bidang dan Seks:
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya

{3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab sacara
berjeniang kepada atasan langsung masing-masing dan wajb melaksanakan
prinsip Hoordinasl, integrast. sinkronisasi dan simplificasi

{4} Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lamnnya

Bagian Medua
Pelaporan
Pasal M
(1) Kepala Cinas wajib memberikan laporan petaksanaan tugssnya sogara berkala

kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

{2) Pengaturan mengenal laporan dan cara peryampaiannys berpedoman pada
ketentuan peraturan perundsng-undangan

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 22

(1) Datam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Diras dapat menunjuk Sekretans.

(2y Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepais
Bidang, sesual bidang tugas dan fungsinva dan atau berdasarkan senlornitas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupali usul Sekretaris Desrah
setelaly memenutl syarat administrasi dan kualifikasi berdasarman Retentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Kepalz Dinas benanggung @wab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawalan
i fingkup Dinas

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 24
Liraian tugas Pelaksana, akan diatur lebih lanjut dengan cieh Bupali

BAB X|
KETENTUAN PENUTURP

FPasal 25

[Cengen berlakunya Peraturan Bupati inl, maka .

1 Kepulusan Bupati Cirebon Momor 45 Tahun 2004 tentang Uraien Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Cipta Karya,

2 Peraturan Bupali Cirebon Nomor 8¢ Tahun 2005 tentang uraian higas Jabatan
Struktural Dinas Cipta Karya,

dicabut dan dinyatakan tdak berakuy,
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Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pangundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 56 SERI D. 14



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 56 TAHUN 2008 SERI D.14

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.t

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Dasrah, mengatur rincian tugas, fungsi dan
tata kerja dinas daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momaor 3041) sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1374 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3880),

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 NMomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4483 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Momor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Megara Republik Indonasia
Tahun 1880 Nomor 50, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3178),

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dsaerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tertang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonasia Tahun 2007 Nomaor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Sen D.22);

Peraturan Daersh Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2
Seri D. 1),

Peraturan Daersh Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasl Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3
Ser D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pebentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Momor 4 Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Caerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4),
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
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Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah menurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupsti adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon,

Bupatl adalah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretanat Dasrah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Dasrah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Cirebon.
Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Cirebon.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon.

Sekretaris adalah Sekretans pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Cirebon.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon.

Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon,

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, dan

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
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BAB I
DINAS

Pasal 2

{1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang keciptakaryaan dan ketataruangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mempunyal fungsi

(4)

a
b.

f.

perumusan kebijakan teknis di bidang keciptakaryaan dan ketataruangan,
penyelenggaraan sebagian urusan pemerntahan dan pelayanan umum di
bidang keciptakaryaan dan ketataruangan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tate ruang dan perianahan,
kebersihan, pertamanan dan permakaman, bangunan, perumahan dan
permukiman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
penyslenggaraan ketatausahaan Dinas;

penyelenggaraan pembinaan tekniz dan administrasi terhadap UPT Dinas;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang keciptakaryaan dan
kelataruangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perumusan
kebijakan teknis,

memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh
kegiatan Dinas di bidang keciptakaryaan dan ketataruangan;

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang keciptakaryaan dan
ketataruangan;

merumuskan, menyusun rencans dan program kerja Dinas sebagai
paedoman kerja sesuai kebjakan Pemerintah Daerah;

membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

membern petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

mengendalikan dan membina UPT Dinas;

menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi
urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program,

mengelola perumusan kebijakan teknis di bidang keciptakaryaan dan
ketataruangan,

mengelola urusan pemenntahan dan pelayanan umum bidang kecip-
takaryaan dan ketataruangan yang meliput tata ruang dan pertanahan,
kebersihan, pertamanan dan permakaman, bangunan, perumahan dan
permukiman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

membina dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan,
kebersinan, pertamanan dan permakaman, bangunan, perumahan dan
permukiman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
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menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama di
bidang keciptakaryaan dan ketataruangan;

menyusun rencana kebutuhan pegawai, perlengkapan dan anggaran di
lingkup dinas berdasarkan data informasi dan ketentuan yang ada;

menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan penghapusan
barang perlengkapan Dinas,

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian semua
kegiatan Dinas;

memben informasl dan saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal
kewenangan bidang keciplakaryaan dan ketataruangan sebagai bahan
penetapan kebijakan daerah:

menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan olen Bupati, sesua dengan tugas
dan fungsinya.

BAB Il
SEKRETARIAT
Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 3

{1) Sekretarist dipimpin oleh seorang Sekretaris edalah unsur staf yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan, dan program Dinas.
(3) :inlul: melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Sekretariat mempunyai
ngsi:

a.
b.

c.
d.
e.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan

pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
kepegawsian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan Dinas;

pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

pengelolaan penyusunan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Datam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a.

b.

membantu Kepaia Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang
kesakretariatan;

mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;

c. mengelola penyusunan rencana dan program kena Sekretanat. sebagai

pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan kaner bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,
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g. mewakil Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan
koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas,

h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

.. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan adminisirasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar,

j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

| menyusun dan meneaiaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan Dinas;

m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretanatan;

n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;

0. mengelcla hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
p. mengelcla administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

q. melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

r. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada

Bendahara,
s. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegistan dinas
kepada Kepala Dinas;

t. mengelola perencanaan dan program Dinas;

u. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;

¥v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka
pangambilan keputusan/kebijakan;

w, melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesal melaksanakan tugas/
penugasan;

x mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum

Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum mempunyai fungsi:
d. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian,

hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas,

€. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan
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pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesual dengan tugas
dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

a.

b.

)
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bb.

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
Umum;

menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan fugas,
peningkatan produkfivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

mangonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas vyang akan
ditandatangani pimpinan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kesekretariatan;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas,

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan Tats Maskah Dinas (TND) yang berlaku;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawaian lingkup
Dinas;

mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
pegawal dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
Dinas;

melaksanakan Kkoordinasifkonsultasi masalahfurusan kepegawaian dengan
unit kerja lain yang terkait;

meangeoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan
kearsipan,

melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban,
dan keamanan kantor;

merencanakan kebutuhan barang inventaris;

menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas;
melaksanakan pengelolaan barang inventaris Dinas;

melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas
kepada pimpinan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan Dinas yang rusak,

membuat berita acara barang rusak/hilang wuntuk keperluan proses
administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR],

melaksanakan pengembangan budaya kena aparatur di lingkup Dinas;
mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerfa bawahan,

.menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan

anggaran Subbagian Umum;
bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja
terkaitTim/Panitia Anggaran,
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cc. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

dd. melaperkan kepada Sekretans, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan,

ee. melaksanakan evaluasi dan pelaporen pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Umum, seasuai ketentuan yang berlaku; dan

ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
keuangan Dinas.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Keuangan mempunyal fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan fugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keauangan;
b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

d. membina dan memotivasi bawshan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

e. mamantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;

g. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas:

h. membina dan mengawas! bendahara di lingkup Dinas,

i. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;

j- mengoordinasikan pelaksanaan peEnerimaan, pengeluaran dan
pertanggungjawaban keuwangan Dinas, sesuar dengan ketentuan yang
berlaku;

k. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persadiaan (SPP-
UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran
Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
pengadaan barang dan jasa;

|, melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan
Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
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m. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifilkasi Surat

"ToapPo3

Pertanggung Jawaban (SPJ);

melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

melaksanaksan akuntansi keuangan Dinas;

menyiapkan laporan keuangan Dinas;

memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGRY);

melaksanakan koordinasifkonsultasi masalah keuangan dengan Satuaniunit
kerja lain yang terkait;

melaksanakan pengendaiian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Keuangan;

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Subbagian Keuangan dengan satuan kerja
terkalt'Tim/Panitia Anggaran;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengamkilan
keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Sekretars, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanasan tugas/kegiatan
Subbagian Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretans, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Program

Pasal 6

(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{2) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas,

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Program mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

d.

penyusunan pereancanaan program Subbagian Program dan Dinas;
pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas,

pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sasuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

a.
b.

membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas persncanaan dan program,
menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program,
sebagai padoman pelaksanaan tugas:

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan,

meambina dan memaotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas:
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e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

f. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas Dinas;

g. mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda
tangani pimpinan,

h. menylapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan daerah di bidang keciptakaryaan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

|. menyusun konsep rencana strategis Dinas.

k. menyusun perancanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;

. menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang
keciptakaryan dan tata ruang;

m. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;

n. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

0. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksansan tugas/kegiatan
Subbegian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

p. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas,

q. menyusun konsep pembuatan profil keciptakaryan dan tata ruang:

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

s. melaporkan kepada Sekretaris, sefiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;

. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program,

u. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala
Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas;

v. bersama-sama dengan para Kepala Subbaglan dan para Kepala Seksi
melaksanakan asistensilpembahasan rencana anggaran Dinas dengan
satuan kerja tarkait/Tim/Panitia Anggaran,

w, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

¥. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Sekretaris, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
BAB IV
BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Bagian Pertama

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 7

(1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

{2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas mengelola penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang dan pertanahan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
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perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahanm;

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelavanan umum di
bidang tata ruang dan pertanahan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pemanfaatan ruang,
pengendalian dan pengawasan ruang serta pertanahan; dan

palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanshan, mempunyai
uraian tugas

b.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang tata ruang
dan pertanahan,

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para

Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

d. membing dan memctivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
&. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

f. mengoreks: konsep Naskah Dinas yang akan ditandatangani pimpinan;

m

.

LU = o B |

(i)

. menyelengarakan kegiatan tata ruang meliputl pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan dan pengawasan ruang dimana dalam tahap pelaksanaan
meancakup kegiatan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian
ruang;

. mengelola kegiatan survei tata ruang dan pertanahan;

mengelola kompilasi data tata ruang dan pertanahan;
mengelola kegiatan analisis data tata ruang dan pertanahan,
mengelola kegiatan perencanaan tata ruang dan pertanahan;
mengelola sosialisasi rencana tata ruang dan pertanahan;

.mengelola/menelitl berkas Izin Mendinkan Bangunan (IMB) rumah tinggal,

mengelola naskah produk hukum tentang IMB rumah tingaal;

. mengelola/mengarsipkan berkas IMB rumabh tinggal,
. mengelola evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan;
. mengelola dokumen atas pemanfaatan ruang dan pertanahan,

mengelola rekomendasi atas rencana pemanfaatan ruang dan pertanahan;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang

berkaitan dengan kegiatan tata ruang dan pertanahan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, sefiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;

. mangoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan,;

. bersama-sama dengan Sekretans melaksanakan asistensi/pembahasan

rencana anggaran Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dengan safuan kerja
terkait /Tim/Panitia Anggaran;

-menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata

ruang dan pertanahan;
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mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

(1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dipimpin cleh seorang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berads di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan .

{2) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang mempunyal tugas melaksanakan
perencanaan pemanfaatan ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [2), Seksi
Perencanaan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:

a.
b.

C

d.

perumusan kebijakan di bidang perencanaan pemanfaatan ruang;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perencanaan pemanfaatan ruang,;

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang perencanaan pemanfaatan ruang,
dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4] Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang
meampunyai uraian tugas:

d.

membantu Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dalam melaksanakan
tugas di bidang perencanaan pemanfaatan ruang;

. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Pemanfaatan

Ruang, sebagal pedoman pelaksanaan fugas,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

& memantau, mengendallkan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan:

melaksanakan pengumpulan data kawasan melalui pengadaan data spasial
dan survey lapangan,

. melaksanakan kegiatan sosialisasi rencena tata ruang kawasan melalui

pemberian informasi langsung kepada masyarakat,

. melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana tata ruang dan pertanahan melalu

pengadaan Soft Ware dan Hard Ware, pembangunan Data Base dan Net
Waork;

menyiapkan bahan penyusunan penetapan peraturan daerah bidang
penataan ruang di tingkat kabupatan;

menetapkan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dan gans
paniai,

menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasanflahan
wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang,

menetapkan kawasan strategis kabupaten;
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menetapkan kriteria perencanaan tata ruang;

. melaksanakan sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;
. melaksanakan sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
. melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang,

melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang kabupaten;

. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakst dalam perencanaan tata

ruang,

melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWEK);

melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis kabupaten;

melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang untuk RTRWEK
dilengkapi dengan peraturan zonasi (zoning regulation);

melaksanakan penyusunan indikasi program dan anggaran pembangunan di
bidang penataan ruang;

memanfaatkan kawasan strategis kabupaten;
memanfaatkan NSPK bidang penataan ruang;
memanfaatkan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;

memanfaatkan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas
kabupaten bekenasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia
usaha;

memanfaatikan SPM di bidang penataan ruang;

merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis kabupaten;

merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan siruktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

memberikan rekomendasi pemanfastan ruang yang sesuai dengan arahan
Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR dan zoning regulation);

membatalkan rekomendasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
arahan Rencana Tata Ruang (RTRW, ROTR dan zoning requlation);

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan
pemanfatan ruang, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang,

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Parencenaan Pemanfaatan
Ruang dengan satuan kerja terkait/ Tim Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tugas/kegiatan
Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang, sesuai ketentuan yang beraku; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepsla Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang

Pasal 8

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang dipimpin oleh secrang Kepala
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepads Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan,

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyai tugas melaksanakan
urusan pengendalian dan pengawasan ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada ayst (2), Seksi

Pengendalian dan Pengawasan Ruang mempunyal fungsi:

8. perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pengendafian dan
pengawasan ruang,

b. pelaksanaan urusan pemenntahan dan pelayanan umum di  bidang
pengendalian dan pengawasan ruang,

¢. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengendalian dan pengawasan
ruang; dan

d. pelaksanasn tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

{4} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayal (3), Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang
mempunyal uraian tugas.

a. membantu  Kepala  Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dalam
melaksanakaan tugas di bidang Pengendalian dan Pengawasan Ruang,

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Ruang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

¢. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan.

f melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait berkenaan
pelaksanaan bidang tugas;

g. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan ruang,
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian IMB rumah tinggal.

i, meneliti gambar, perhitungan konstruksi dan memeriksa persyaratan IMB
rumah tinggal;

| melaksanakan dan mempersiapkan bahan penetapan retribusi IMB tempat
tinggal;

k. melaksanakan pengawasan pemanfaatan taia ruang serta tata bangunan dan
lingkungan;

|, melaksanakan penyiapan bahan penerbitan surat peringatan tentang IMB
tempat tinggal,

m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan
Ligiba di kabupaten:

n. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di
kabupaten,

o melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelsksanaan NSPK di
kabupaten;

L
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melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di
wilayah kabupaten,

melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di
kabupaten:

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
kabupsaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten;

melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan  strategi
pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengeloiaan kawasan skala besar di wilayah kabupaten;

melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pangelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;
melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
keterpaduan prasarana kawasan di wilayah kabupaten;

melaksanakan pengendalian pelaksaneaan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan di wilayah kabupaten;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kabupaten;

. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyeienggaraan Keserasian

kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah kabupaten,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang
dan penataan pertanahan;

. melaksanakan pendidikan dan pelatihan (pelatihan aparat dalam pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan tata ruang);

. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat,

melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,

. melaksanakan pengendalian pemanfagtan ruang kawasan strategis

kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagal pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten,

melaksanakan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten terkait dengan koordinasi
penataan ruang daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah
kabupaten,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian dan
pengawasan ruang, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
melaporkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, sefiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Ruang;
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bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan
asistens/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Ruang dengan satuan kerja terkait/Tim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tugas/kegiatan
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang, sesuai ketentuan yang berlaku:

dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang dan Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pertanahan

Pasal 10

(1) Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Tata Ruang dan Pertanahan.

(2) Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanahan.
{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

™ Pertanahan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pertanahan;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perianahan;
c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pertanahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan

Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gyat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pertanahan mempunyai uraian tugas:

D.

membantu  Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, datam
melaksanakaan tugas di bidang pertanahan;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pertanahan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memeotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan koordinasi dengan unit/sstuan kerja terkait berkenaan
pelaksanaan bidang tugas;

meiaksanakan kegiatan penylapan bahan rekomendasi pemantaatan lokasi;
melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa tanah;

melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan;

melaksanakan kegiatan penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee,

melaksanakan kegiatan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,
melaksanakan pemberian rekomendasi kegiatan membuka tanah;

melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan pengunaan tanah wilayah
kabupaten;



w70 DO

i

bb.

@ g 88

kk.

Il.

mim.

nm,

O,

PP

Q9.
IT.

L,

b

menerima parmohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
melaksanakan kompilasi bahan koordinasi;

melaksanakan rapat koordinasi,

melaksanakan peninjauan lokasi;

menylapkan Derita acara koordinasi berdasarkan perimbangan teknis

pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan perimbangan teknis
lainnya dari instansi terkait;

membuat peta lokasi sebagai lampiran sural keputusan izin lokasi yang
diterbitkan,

memberikan perimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan
surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan
kabupaten,

melaksanakan monitoring dan pembinaan perclehan tanah;

melaksanakan penetapan lokasi;

membentuk panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

melaksanakan penyuluhan;

melaksanakan inventarisasi;

membentuk Tim Penilai Tanah;

menerima hagil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;
melaksanakan musyawarah,

melaksanakan penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
melaksanakan pemberian ganti kerugiar;

melaksanakan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;
melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala
kantor partanahan kabupaten;

melaksanakan penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa
tanah garapan;

melaksanakan penelitan terhadap cbyek dan subyek sangketa;
melaksanakan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan,
melaksanakan koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan
langkah-langkah penanganannya;

memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan
kesepakatan para pihak,

melaksanakan pembentukan tim pengawasan pengendalian,

melaksanakan penyelesaian masalah ganti Kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan,

melaksanakan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan
sekretarat panitia;

meiaksanakan sidang yang membahas hasil inventansasi untuk penetapan
subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentasa;

melaksanakan pembuatan hasil sidang dalam berita acara;

melaksanakan penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah abseniee
sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia;

melaksanakan penetapan para penenma redistribusi tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia,
melaksanakan penerbitan surat keputusan subyek dan cbyek redistribusi
tanah serta ganti kerugian;

melaksanakan pembentukan panitia penelit:;
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melaksanakan penelitian dan kompilasi hasil penelitian,

melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah
ulayat;

mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat;
mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah
kapada kantor pertanahan kabupaten;

melaksanakan penanganan masalah tanah ulayat melalul musyawarah dan
mufakat;

. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk

pemanfaatan tanaman pangan semusim;

. melaksanakan penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang

dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak
lain berdasarkan perjanjian;

melaksanakan penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk
tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan
pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala
desallurah dan camat setempat dengan perjanjian uniuk dua kali musim
tanam,

melaksanakan penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah
kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian;
menerima dan pemeriksaan permahonan;

melaksanakan pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan
tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten;

memberikan rekomendasi penerbitan izin membuka tanah dengan
memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka
tanah;

membentuk tim koordinasi perencanaan penggunaan tanah tingkat
kabupaten,

menyusun kompilasi data dan informasi Peta pola Penatagunaan tanah atau
peta wilayah tansh usaha atau peta persediaan tanah dar kantor pertanahan
setampat;

menyusun kompilasi data dan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah;
menyusun kompilasi data dan informasi Rencana pembangunan yang akan
menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten,
maupun investasi swasta;

melaksanakan analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan
kriteria teknis dari instansi terkait;

menyiapkan draft rencana |etak kegiatan penggunaan tanah,

melaksanakan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan
penggunaan tanah dengan instansi terkait;

melaksanakan konsultasi publik untuk mempercieh masukan terhadap draft
rencana letak kegiatan penggunaan tanah,

menyusun draft final rencana |letak kegiatan penggunaan tanah;
melaksanakan penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam
bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati,

melaksanakan sosialisas: tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah
kepada instansi terkait;
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uuu. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan

penggunaan tanah berdasarkan perubshan RTRW dan perkembangan
realisasi pembangunan;

vvv. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata

Ruang dan Pertanahan. yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

selesai melaksanakan tugas/penugasan,

www. melaporkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, setiap
00

. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Seks| Pertanahan,

yyy. bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan

agistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pertanahan dengan satuan
kerja terkait/Tim /Panitia Anggaran;

zzz. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tugas/kegiatan

Seksi Pertanahan, sesuai ketentuan yang beraku: dan

azaa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang Tata

(1

{2}

(3)

(4)

Ruang dan Pertanahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABV
BIDANG KEBERSIHAN,PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN
Bagian Pertama
Bidang Kebersihan,Pertamanan dan Permakaman

Pasal 11

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas mengelola
penyusunan dan pelaksanaan kebijgkan daerah di bidang kebersihan,
pertamanan dan permakaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kkebersihan, pertamanan dan
permakaman;

b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kebersihan, parlamanan dan permakaman;

C. pembinaan dan pelaksanaan wgas bidang kebersihan, pertamanan dan
permakaman; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pearmakaman,

mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakaan tugas di bidang kebersihan,
pertamanan dan permakaman,

b. mengelola penyusunan rencana dan program  kerfa  Bidang
Kebersihan Pertamanan dan Permakaman, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi bewahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
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bawahan;

mengelola bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan
informasi tentang penanggulangan kebersihan, penataan taman, permakaman
dan penyedotan kakus melalui penyuluhan langsung, pamfiet, brosur, siaran
radio dan lain sebagainya,

. mengelola bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan

keberzihan, pertamanan dan permakaman pada sekolah-sekolah, kantor-
kantor, pemukiman dan lain sebagainya,

. mengelola bimbingan teknis terhadap kemampuan petugas di bidang

peningkatan retribusi pelayanan persampahan, pemeliharaan kebersihan,
taman dan pengelolaan permakaman;

mengelola bimbingan dan petunjuk ferhadap pemberdayaan dan peran seria
masyarakal dalam kegiatan pengumpulan, pemusnahan sampah,
pemeliharaan taman dan permakaman,

mengelola bimbingan teknis dalam upaya pengangkutan sampah dari tampat
pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir
(TPA);

. menyerahkan kegiatan pendataan potens: retribusi pelayanan persampahan,

disamping pengamanan potensi yang sudah ada dan pendataan pertamanan
dan parmakaman;

mengelola kerjasama penanganan persampahan dan pungutan retribusi
pelayanan persampahan kebersihan (RPKP) dengan Pemerintah Kota
Cirebon;

m mengawasi dan mengevaluasi hasil pererimasn retribusi pelayanan

M.

0.

persampahan dan penyedotan kakus;

rnﬂngau_?hhan kegiatan pemelinaraan sarana dan prasarana pendukung
operasional kebersihan, pertamanan dan permakaman,

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa guna penyajian laporan serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan kebersihan, pertamanan dan permakaman,

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang

berkaitan dengan kegiatan kebersihan pertamanan dan permakaman, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesal melaksanakan tugas/

penugasan;
meangoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran lingkup Bidang Kebersihan, Partamanan dan Permakaman;

. bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana

anggaran Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dengan satuan
kerja terkait'Tim /Panitia Anggaran, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepals Dinas. sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Kebersihan

Pasal 12

Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebarsihan, Pertamanan dan Permakaman.

(2) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Kebersihan mempunyai fungsic
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perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang kebersihan;

pelaksanaan wurusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebersthan;

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang kebersihan, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang kebersihan dan
pertamanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kebersihan, mempunyai uraian tugas:

a.

b.

o

membantu Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dalam
melaksanakan tugas di bidang kebersihan;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan, sebagai pedoman
petaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawshan;

membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengangkutan sampah dari tempat
pembuangan sampah sementara (TPS) sampai ke tempat pembuangan
sampah akhir (TPA);

memantau pelaksanaan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan seperti
di jalur protokol, pusat perkotaan, pasar kabupaten, pasar desa,
permukiman, TPS dan TPA;

memperiuas jaringan wilayah pelayanan kebersihan dalam upaya
meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan refribusi
penyedotan kakus;

melaksanakan kerjasama penanganan persampahan dan pungutan retribusi
pelayanan persampahan dan kebersihan (RPPK) dengan Pemerintah Kota
Cirebon ataupun dengan pihak lain yang terkait;

membina wilayah penanganan persampahan dan retribusi pelayanan
persampahan di permukiman, pasar dan perusahaan;

mendistribusikan sarana dan prasarana kebersihan kepada wilayah
pelayanan retribusi persampahan pemukiman, pasar dan perusahaan,
memantau pelaksanaan pemeliharaan tempat pembuangan sampah
samentara {TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA);
melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan seperti
gerobak, tong sampah, kontener, sapu lidi, cangkul dan lain sebagainya,
melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan,
memantau pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
kebersihan;

menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi
tentang kebersihan dan penyedotan kakus dan penanggulangsn kebersihan;
merencanakan strategis peningkatan refribusi pelayanan persampahan
penyedotan kakus dan kebersihan,

melaksanakan penyebaran informasi tentang kebersinan dan penyedotan
kakus mefalui penyuluhan langsung kepada masyarakat, siaran radio, media
cetak, brosur dan lain sebagainya;

merencanakan, menyusun dan memperhitungkan penerimaan retribusi
pelayanan persampahan dan penyedotan kakus;

melaksanakan surat ketetapan retribusi (SKR) persampahan dan
penyedotan kakus terhadap wajib retribusi [(WR) persampahan dan
penyedotan kakus;
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melaksanakan pungutan retribusi pelayanan persampahan dan penyedotan
kakus di wilayah pelayanan pemukiman, pasar, dan perusahaan,
melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, tokoh masyarakat, organisasi
masyarakat dalam upaya penanganan kebersihan lingkungan dan
pemusnahan persampahan;

menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi
hasil kegiatan dalam rangka kebersihan;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
kabersihan;

mengusulkan bahan penetapan peraturan daerah  kebijakan
pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi

melaksanakan pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagal
penyelenggara PS5 air limbah di wilayah kabupaten;

mengusulkan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditatapkan oleh pemerintah dan provinsi.

memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten;
melaksanakan penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten;.
melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS air imbah kabupaten;.

meiaksanakan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, seria kelompok
masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
mealaksanakan pembangunan PS air imbah untuk daerah kabupaten dalam
rangka memenuhi SPM.

menyusun rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten.
melaksanakan penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten;).
melaksanakan monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten;
melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air
limbah di kabupaten,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
mengusulkan bahan penatapan peraturan daerah kebijakan pengembangan
PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan
provinsi;

menetapkan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan
persampahan di wilayah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang
ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi,

memberikan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala
kabupaten;,

meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan
kabupaten,

memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerntah desa, serta
kelompok masyarakat di kabupaten;

melaksanakan penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS
persampahan di kabupaten,

melaksanakan panyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan
kabupaten,

melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan
persampahan di wilayah kabupaten;

melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten;,
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Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, yang berkatan dengan
kegiatan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebljakan;
melaporkan kepada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan
Permakaman, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan peyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Kebersihan,

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kebersihan dengan satuan
kena terkaitTim /Panitia Anggaran;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi

Kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan fugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pertamanan dan Permakaman

Pasal 13

(1) Seksi Pertamanan dan Permakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Seksi Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan
perfamanan dan permakaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pertarnanan dan Permakaman mempunyai fungsi

(2)
(2)

(4)

b.

.

d

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang peramanan dan
permakaman;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bidang
pertamanan dan permakaman,

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pertamanan dan permakaman;
dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang kebersihan dan
pertamanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pertamanan dan Permakaman mempunyai

uraian tugas:

a. membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, dalam
melaksanakan tugas di bidang pertamanan dan permakaman,

b. menyusun rencana dan program kera Seksi Pertamanan dan Permakaman,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribuskan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

& memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f.  melaksanakan pembangunan pertamanan dan pertamanan umum dan

taman makam pahlawan;
memantau pelaksanasn penataan dan pemeliharaan taman dan tugu batas;



bb

-94 -

bersama dengan UPTD Pengawasan Bangunan dan Kebersihan
melaksanakan pemantauan penyiraman tanaman di lokasi taman kota dan
taman lainnya pada sast musim kemarau;

menyusun rencana kegiatan penanaman pohon penghijauan  dan
pemasangan papan reklame baik di lokasi taman dan jalur jalan;
melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terksit dalam pemasangan
papan reklame baik dilokasi taman maupun jalur jalan protokel;
melaksanakan penyediaan pohonftanaman hias, pohon pelindung untuk
ditanam di lokasi yang telah direncanakan;

memelihara lampu taman/hias taman yang dipasang di lokas: taman dan
jalur jalan protokol serta pemeliharaan taman,

melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemberian
perizinan lokasi permakaman umum yang disediakan oleh pihak
pengembang/developer,

melaksanakan surat keterangan refribusi perizinan permakaman umum
kepada wajib retribusi (WR) permakaman umum;

melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung tentang
penataan permakaman yang dikelola langsung oleh masyarakat,

menyiapkan bahan penetapan peraturan dasrah kebijakan dan strategi
kabupaten; bardasarkan kebijakan nasional dan provins:;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan
pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun
pemerintah pusat dan provinsi;

meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase
dan pematusan genangan di wilayah kabupatan,

menyelesaikan masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase
dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan
daerah sekitarnya,

melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan P3S
drainase di wilayah kabupaten;,

menyusun rencana induk PS drainase skala kabupaten;

metaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan
pengendali banjir di wilayah kabupaten;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Kebersihan dan Pertamanan, yang berkaitan dengan kegiatan penataan
pertamanan dan permakaman, dalam rangka pangambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Kebersihan, Perlamanan dan
Permakaman, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Petamanan dan Permakaman;

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan
asistensi/fpembahasan rencana anggaran 3Seksl Pertamanan dan
FPermakaman dengan satuan kerja terkalt'Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Kebersihan, sesuai ketentuan yang berdaku; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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BAB VI
BIDANG BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama
Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman

Pasal 14

(1) Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
{2) Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas mengeiola
penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang bangunan,
perumahan dan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Bangunan, Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

{3)

(4)

a.
b.

C.

d.

perumusan kebijakan teknis bidang bangunan, perumahan dan permukiman,

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang bangunan, perumahan dan permukiman,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bangunan gedung, perumahan
dan permukiman; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman,
mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakaan tugas di bidang bangunan,
perumahan dan permukiman;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bangunan,
Perumahan dan Permukiman, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya,

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawsahan;

mengelola pengumpulan dan pengolahan dala serta menyusun dan
penyajian laporan pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman;

mengelola kegiatan bangunan gedung dan bangunan palayanan umum,

mengeiola keglatan prasarana dan sarana fasilitas lingkungan perumahan,
air limbah permukiman dan drainase pemukiman,

mangelola kegiatan prasarana dan sarana air limbah permukiman,;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan pembangunan gedung dan permukiman, dalam rangka
pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan,

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman;

bersama dengan Sekretans melaksanakan asistensifpembahasan rencana
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anggaran Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman dengan Satuan
Kerja terkait/Tim Panitia Anggaran,

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang
Bangunan, Perumahan dan Permukiman, sesuai ketentuan yang berlaku;
dan

meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Kedua
Seksi Bangunan Gedung

Pazal 15

{1) Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Parmukiman

(2) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melsksanakan urusan bangunan
gedung.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

a
b.

c.
d.

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang bangunan gedung;
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
bangunan gedung;

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang bangunan gedung; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang kebersihan dan
pertamanan, sesua dengan fugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Bangunan Gedung, mempunyai uralan tugas.

a.

b.

membantu Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman dalam
melaksanakan tugas di bidang pembangunan gedung;

menyusun rencana dan program kerja Seksi Bangunan, Perumahan dan
Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengewsasan terhadap
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung dan
rumah negara;

melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan pelayanan umum
dan lapangan-lapangan;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait berkenaan
dengan kegiatan pembangunan bangunan gedung dan rumah negara,

Pembardayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
perkataan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

Fenyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan
perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan
mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan propinsi;
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melaksanakan kerjasamalkemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/
masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana
perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai
bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur
dan kriteria nasional;

menyiapkan bahan penetapan kebijgekan dan strategi kabupaten mengenal
bangunan gedung dan lingkungan;

menyiapkan bahan penetapan kelembagaan bangunen gedung di
kabupatan;

melaksanakan pendataan bangunan gedung,

menyiapkan bahan penelapan persyaratan administrasi dan teknis untuk
bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung
yang dibangun di lokasi bencana;

melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya,

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungan;

melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan
berbasis pemberdayaan masyarakat,

melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah
negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal,

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya;

melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,
dan pembongkaran bangunan gadung;

melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung
dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal,
melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam
wilayah kabupaten yang bersangkutan;

melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah
kabupaten yang bersangkutan;

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi
di tingkat kabupaten;

melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konsiruksi dalam
wilayah kabupaten,

melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah
kabupaten;

melaksanakan pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang
bersangkutan;

melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya unfuk terpenuhinya
tertib penyelenggaraan pekenaan konstruksi;

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Bangunan, Perumahan dan Permukiman, yang berkaitan dengan kegiatan
pembangunan gedung, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman,
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setiap selesal melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Bangunan Gedung;

bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Bangunan Gedung dengan
satuan kerja terkaitTim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas'kegiatan Seksi
Bangunan Gedung, sesusi ketentuan yang berlaku, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan,
Perumahan dan Permukiman, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perumahan dan Permukiman

Pasal 16

(1) Seksi Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman.

(2) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan
perumahan dan permukiman,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

d,

b.

c.
d.

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang perumahan dan
permukiman,

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perumahan dan permukiman,

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang perumahan dan permukiman; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang kebersihan dan
pertamanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melsksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayal (3), Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman, mempunyai

uraian fugas:

a. membantu Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan Permukiman, dalam
melaksanakan tugas di bidang permukiman;

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perumahan dan Permukiman,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢, mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,

d. membina dan memativasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

. melaksanakan kegiatan pengaturan pengawasan dan pembinaan terhadap
kawasan perumahan dan parmukiman;

g. melaksanakan kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan
pembinaan terhadap prasarana dan fasiltas lingkungan perumahan dan
permukiman;

h. melaksanakan kegiatan pengaturan, perencanaan, pembangunan dan

pengembangan terhadap prasarana dan sarana air bersih,

melaksanakan kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan
pembinaan terhadap prasarana drainase perumahan dan permukiman;

malaksanakan koordinasi dengan satuan kena terkait dalam perencanaan,
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pengawasan dan pemanfaatan di bidang perumahan dan permukiman;
menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sosislisasi/pemberitahuan tentang
pembangunan perumahan dan permukiman,

melaksanakan pemberdayaan masyarskat dan dunia usaha dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;

menyiapkan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana
perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten
dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
melaksanakan penyelenggaraan kernasama!/ kemitraan antara pemerintah
dasrah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan
sarana dan prasarana perkotlaan dan perdesaan di ingkungan kabupaten;
melaksanakan penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan
perdesaan di wilayah kabupaten;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di
kabupaten;

melaksanakan pengawasan dan pengendsalian atas palaksanaan NSPK;

memfasiliiasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan,
pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelengaraan
pengembangan SPAM

menyusun rencana induk pengembangan SPAM  wilayah administrasi
kabupatan;

melaksanakan penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah
rawan air skala kabupaten,

melaksanakan penanganan bencana alam tingkat kabupaten,

melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten,

menyiapkan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan dan sirategi
penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten;
menyiapkan bahan penelapan peraturan daerah tentang pencegahan
timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

melaksanakan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di
kabupaten,

melaksanakan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan
rusunawa;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di
wilayah kabupaten;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman
kumuh di kabupaten;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
kabupaten,

menyusun pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan PSU skala kabupaten;

memfasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal,

menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di
bidang pembiayaan perumahan;

menyusun NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan;,

melaksanakan, penerapan dan penyesuaian pengaluran instrumen
pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;

memfasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di
tingkat kabupaien;
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melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
kabupaten;

memfasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya
milik,

melaksanakan pengendalian penyelenggarsan bidang pembiayaan
perumahan di tingkat kabupaten;

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di
tingkat kabupaten;

memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan;

melaksanakan peninjauan kembali kesesusian peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya;

melaksanakan kebijakan dan strateg: nasional pembangunan dan
pengambangan pada skala kabupaten,

. melaksanakan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala

kabupaten;

melaksanakan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, sera
kebijakan dan strateg: nasional perumahan;

melaksanakan teknis penyelenggaraan perumahan;

memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD,
koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha
industri bahan bangunan, industrl komponean banguan, konsultan, kontraktor
dan pengembang,

melaksanakan hasil sosialisasi;

melaksanakan kegiatan melalui pelgku pembangunan perumahan;

. melaksanakan penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.

melaksanakan pembingaan dan kerjasama dengan badan usaha
pembangunan perumahan, bak BUMN.BUMD, koperasi, perorangan
maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,
industri komponen bangunan, konsultan, kontrakior dan pengembang di
kabupaten;

merumuskan RPJP dan RPJM kabupaten;

memfasilitas! percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten;
melaksanakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan
penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan,
perdagangan/produksi;

melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan;

melaksanakan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada
daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan
kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum;

meaksanakan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus
lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan
lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan;

merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan
perumahan skala kabupataen;

melaksanakan SPQO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala
kabupaten;
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gog. melaksanakan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau
kecil, di kabupaten;

hhh. melaksanakan dan atau penerima bantuan perumahan;

ii. menyiapkan bahan penetapan harga sewa rumah:;

ji- melaksanakan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi
intas kawasan se-kabupaten,

kkk. melaksanakan bantuan pembangunan dan  kelembagaan sena
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

. melaksanakan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus,
rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-puliau kedil,

mmm. melaksanakan pengelolaan PSU bantuan pusat:

nnn. melaksanakan pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten,

coo. melaksanakan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan dan pengelolaan perumahan,

ppp. menyusun pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan
satempat dengan acuan umum SPM nasional,

ggg. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus;

rr.  merumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lambaga pendukung
pembangunan perumahan, pendatasn perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan parumahan swadaya,

sss. menyusun RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya;

tt.  menyusun NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten;

uuu, mengoordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategl kabupaten tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

vy, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya,

www. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan
strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya,

oo, melaksanakan sosialisasi  kebijakan strategi, program dan  NSPM
pembangunan perumahan swadaya di kabupaten:

yyy. melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya;

zzz. menylapkan penetapan kebijgkan dan strategi kabupaten dalam
pengembangan kawasan;

aaaa melaksanakan penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten),

bbbb. melaksanakan pembinaan teknis panyusunan RP4D di
wilayahnyaPenyusunan RPAD di wilayahnya;

ccce. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten;

dddd. mengendalikan pelaksansan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
dan RP4D di wilayahnya;

eeee menylapkan bahan penetapan kebijakan dan strateg kabupaten dalam
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar,

ffff melaksanskan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
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gggg.melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
skala besar di wilayahnya:
hhhh. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
iii. melasksanakan pengendalian pelaksansan penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya;
jiil. melaksanakan penetapan kebijgkan dan sirategi kabupaten dalam
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus,
kkkk. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
WM. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya,
mmmm. melaksanakan monitoring dan evaluas: pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
nnnn.melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pambangunan
dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya;
cooo.menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam
penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan;
pppp.melaksanakan  pembinaan  teknis  pelaksanaan  penyelenggaraan
keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya;
gqqq. melaksanakan penyelenggarsan  keterpaduan prasarana kawasan di
wilayahnya,
rrr, melaksanakan menitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya;
ssss, melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan di wilayahnya,
tt. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategl kabupaten dalam
penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
uuwue, melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkunigan hunian berimbang di wilayahnya;
wwv. melaksanakan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilayahnya:
wwww. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya,
oo, melaksanakan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan kesaerasian
kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya;
yyyy. meiaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peraturan  perundang-
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten;
zzzz. melaksanakan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan
perundang-undangan terkait di bidang perumahan;
a@aaaa melaksanakan  sosialisasi peraturan  perundang-undangan  bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan
perindungan hukum dalam bermukim di kabupaten:
bbbbb. mengoordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten;
ccoce. melaksanakan kebiakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di kabupaten;
ddddd. melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di kabupaten,
eeese memfasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang
perumahan di tingkat kabupaten;
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fifif. melaksanakan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
parumahan di kabupaten;

gooog. melaksanakan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten,

hhhhh. melaksanakan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

i, memfasilifasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan,

iiili. ~melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebsjakan
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesual dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan;

kkkkk. memfasilitasi penyelesaian ekstemnasitas pembangunan perumahan di
kabupaten;

mn.  melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peraturan  perundang-
undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten;

mmmmm.melaksanakan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan
perundang-undangan terkait di bidang perumahan;

nnnnn. melaksanakan sosialisasli peraturan perundang-undangan  bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan
perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten,

ooooo. mengoordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten;

ppppp. melaksanakan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang
parumahan di kabupaten;

gqgaqg. melaksanakan fasilitasli penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di kabupaten;

rrrrr. mamfasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM  bidang
perumahan di tingkat Kabupaten;

sssss. melaksanakan dan sosialisasi NSPM  penyediaan lahan untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten,

ttttt. melaksanakan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;

uuuuu. melsksanakan kebijakan Kabupalen tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan,

wwwwy. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;

wwwww. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan,
ook, memfasilitasi  penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di
kabupaten;
yyyyy. melsksanakan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan
hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU
pendukung perumahan;
zrzrz. mengoordinas| pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan,
saaaaa. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan.

bbbbbb. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan
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bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU  pendukung
parumahan;

ccoccoe. melaksanakan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para petaku
pendukung pembangunan perumahan,

dddddd. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan;

eesees. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya, serta PSU pendukung perumahan;

P melaksanakan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan,

ggagag. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan
para pelaku pendukung pembangunan perumahan,

hhhhhh. melaksanakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

i, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten
tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan;

i melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;

kkkkkk. memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pamerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten;

T memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Bangunan, Perumahan dan Permukiman, yang berkaitan dengan kegiatan
penataan permukiman, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan,

mmmmmm. melaporkan kepads Kepala Bidang Bangunan, Perumahan dan

Permukiman, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,
nnnnnn. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran  dan pelaksanaan
anggaran Seksi Perumahan dan Permukiman;

oooooo. bersama  dengan  Kepala  Subbagian Program — melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Perumahan dan
Permukiman dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran,

pppppp. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Perumahan dan Permukiman, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

ggqqqeq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Bangunan, Perumahan dan Permukiman, sesuai dengan ftugas dan
fungsinya,

BAB Vil
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Pertama
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

(1) Bidang Pencegshan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{2) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas
mengelola penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanggulangan kebakaran,

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
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perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

penyelenggaraan sebagian urusan pemeriniahan dan pelayanan umum di
bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

pembinaan dan pelaksanasn tugas bidang pencegahan dan
penanggulangan kebakaran; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sabagaimana dimaksud dimsksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, mempunyai uraian tugas:

b.

membanty Kepala Dinas, dalam melaksanakaan tugas di Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

mengelola pelaksanaan tugas pemadam kebakaran;

membuat rencana operasional penanggulangan kebakaran;

membuat rencana pembagian wilayah kerja untuk pelaksanaan tugas dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat;

memberikan petunjuk pelaksanaan dalam penangguiangan kebakaran,
mengendalikan seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

merencanakan kegiatan penyuluhan di wilayah pos jaga masing-masing dan
koordinasi dengan Camat, Polsek dan Koramil;

memberikan bantuan pelatihan kepada para penjags yang ada di wilayah
kerja Kabupaten Cirebon:

memberikan pembinaan terhadap anggota pemadam kebakaran,

memeriksa sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
keciptakaryaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
melaporkan kepada Kepala DOinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan
asistensi/fpembahasan rencana anggaran Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia
Anggaran;

mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, sesuai ketentuan yang
beriaku; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Dinas,
sesual bidang tugasnya.
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Bagian Kedua
Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 18

(1) Seksi Pencaegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan
pencegahan kebakaran,

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Seksi
Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:

a

b.

.
a.

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang pencegahan kebakaran,

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pencegahan kebakaran,

pelakeanaan dan pembinaan tugas bidang pencagahan kebakaran, dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cieh Kepala Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran, sesual dengan tugas dan fungsinya.

(4) Datam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan aysat (3), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, mempunyai uraian

tugas:

a. membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan kebakaran;

b. menyusun rencana dan program keria Seksi Pencegahan Kebakaran,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan fugas kepada
bawahan;

d. membina dan memativasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;,

f.  melaksanakan pemernksaan dan pemeliharaan kendaraan pemadam
kebakaran setiap triwulan;
menyusun pola simulasi/pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran,
melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran,

membuat petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan kebakaran,

mengelola pembinaan terhadap anggota pemadam kebakaran dalam
pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran;

melaksanakan koordinasi dengan Satuan kerga yang terkail berkenaan
dengan kegiatan pelaksanaan pencegahan kebakaran,

membenkan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, yang berkaitan dengan
kegiatan pencegahan  kebakaran, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, setiap selesal melaksanakan tugas/penugasan;

meny@apkan bahan penyusunan rencana anggaran dan perencanaan
anggaran Seksi Pencegahan Kebakaran,

bersams dengan Kepala Sub Bagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencans anggaran Seksi Pencegahan Kebakaran dengan
satuan kerja terkaitTim /Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/keglatan Seksi
Pencegahan Kebakaran, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 19

{1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin cleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakararn.

{2) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan
penanggulangan kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

(4)

b.

c,
d.

perumusan kebijakan teknis kelembagaan di bidang penanggulangan
kebakaran;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di  bidang
penanggulangan kebakaran;

pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang penanggulangan kebakaran; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Kepala Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
ayat (2) dan ayat {3), Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran, mempunyai
uraian tugas:

b.

c.

membartu Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,
dalam melaksanakan tugas kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Kebakaran
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

menyiapkan materi penyuluhan baik program dinas maupun bidang
kebakaran;

melaksanakan kerasama antara wunit kerja tentang pelaksanaan
Penanggulangan Kebakaran,

mengoordinasikan dalam pelaksanaan penyuluhan dengan Camat dan
aparat yang ada di daerah;,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, yang berkaitan dengan
kegiatan Penanggulangan Kebakaran, dalam rangka pengambilan
keputusan/ kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan,

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Penanggulangan Kebakaran;

bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Seksi Penanggulangan Kebakaran dengan
Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
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m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seks
Penanggulangan Kebakaran, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, sesual dengan tugas dan

fungsinya.

BAB Vil
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara
berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

{(4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 22

(1) Dalam ha! Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangsn, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala
Bidang, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan cleh Bupati usul Sekretaris Daerah
setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

{2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian
di fingkup Dinas.
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BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 24
Uraian tugas Pelaksana, akan diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Cireabon Nomor 45 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Cipta Karya;

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 0 Tahun 2005 tentang uraian tugas Jabatan
Struktural Dinas Cipta Karya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

FPasal 26

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.ﬁgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pangundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon,

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,
ttd

DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19

M [k SEKRETARIS DAERAH KABYPATEN CIREBON, 2~

008

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 56 SERI D.14
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